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ABSTRAKSI

Penelitian ini di fokuskan pada dua hal. Pertama, fokus penelitian diduksi dari hukum
Islam sebagaimana dirumuskan oleh shahabat *Umar bin Khottob atau pakar hukum Islam,
maka fokus ini pada dataran abstrak dan edial. Kedua, fokus penelitian induksi dari realitas
tertulis, yang dipandang sebagai gejala budaya dan gejala sosial, yaitu seperti hukuman
potong tangan bagi tindak kejahatan pencurian, cara berijtihad terhadap hukuman masalah
tersebut maka fokus ini bersifat konkret dan aktual secara tertulis. Tujuan penelitian ini,
adalah untuk mengetahaui gambaran pemikiran hukum Islam ’Umar bin Khottob dalam
pemberhentian potong tangan bagi tindak kejahatan pencurian.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan (library reseach). Dengan
pendekatan kualitatif, dijabarkan dengan pendekatan sosio historis dan ushul figh. Dalam
penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, sumber data yang
dikumpulkan adalah; data tentang ijtihad shahabat’Umar bin Khottob berkaiatan dengan
hukum Islam, untuk dapat menemukan pemikiran shahabat’Umar bin Khottob terutama
dalam bidang hukuman bagi pelaku kejahatan pencurian, menyangkut metodologi dalam
ijtihad hukum, sehingga dapat ditemukan hasil ijtihad sahabat *Umar bin Khottob. Semua
data tersebut, dianalisis dengan metode diskriptif historis dan analitis kritis.

Hasil dalam penelitian ini, menemukan gambaran shahabat ‘Umar bin Khottob dalam
menggugurkan hukuman potong tangan bagi pelaku kejahatan pencurian bertolak dari adanya
pertimbangan syubhat. Dengan demikian ‘Umar tidak selamanya melaksanakan hukuman
potong tangan. Ayat 38 surah al-Maidah difahaminya dengan pengecualian (takhsis) seperti
yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Metode ijtihad Shahabat ‘Umar bin Khottob dalam
menggugurkan hukuman potong tangan bagi pelaku kejahatan pencurian adalah menggunakan
pendekatan pola Istilahi (al-Maslahat).

Kata Kunci : ljtihad, ‘Umar, Pemberhentian, Hukuman, Potong Tangan, Pencurian



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. berkat rahmat, inayat, ma unat
dan petunjuk-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian, yang berjudu
”Studi Analisis [jtthad ‘Umar Bin Khottob Tentang Pemberhentian Hukuman Potong Tangan
Bagi Pelaku Kejahatan Pencurian”.

Bahwa sesungguhnya latar belakang mengenai topik permasalahan dalam penelitian ini
berawal dari pengamatan peneliti terhadap penulisan sejarah perkembangan hukum Islam
dimulai dari membaca dan mengkaji buku-buku tentang hukum Islam. Dari hasil pengamatan
tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan pemikiran hukum Islam yang
keberadaannya dihasilkan dari pemikiran mujtahid, dianggap oleh masyarakat sebagai hukum
Tuhan. Berangkat dari situlah, akhirnya pemikiran hukum Islam mengalami statis, banyak
umat Islam yang melakukan taglid dan ditambah lagi adanya opini masyarakat yang
mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup.

Padahal kalau dicermati ternyata bahan pemikiran hukum Islam adalah hukum Islam
yang bersifat zhanni yang digali dari dalil-dalil yang sifatnya zhanni juga, dihasilkan dari
ijtihad para mujtahid. Tidak ada keharusan mengikuti salah satu madzhab pada kurun
tertentu, karena pemikiran hukum Islam syarat dengan situasi dan kondisi masyarakat, di
mana pemikiran  hukum Islam itu diijtihadi. Oleh karena itu, menelusuri sejarah
perkembangan pemikiran hukum Islam sangat penting sekali bagi dosen yang berkonsentrasi
pada pemikiran hukum Islam. Lebih penting lagi pemikiran hukum Islam *Umar bin Khottab,
karena ijtihad-nya merupakan embrio munculnya figh dan sebagai barometer bagi para
mujtahid berikutnya.

Peneliti menyadari bahwa selesainya penulisan laporan ini, tidak terlepas dari bantuan
dan partisipasi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara materi
maupun spirit. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat

dan ta zim berupa penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada:

1. Kepada Rektor IAIN Kudus c/qg Ketua LPPM vyang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk melakukan penelitian.

2. Para pengarang kitab, buku dan peneliti yang hasil karyanya penulis pergunakan sebagai

bahan referensi dalam penyusunan laporan ini.



3. Istri saya tercinta (Eny Wahyuningsih, S.Ag, M.Pd) yang setiap hari memberikan motivasi,

agar penulisan laporan penelitian ini, segera diselesaikan. Juga kepada putra putri saya
tersayang; Milla, Fajar, Shiha dan Rafi setiap hari, selalu menggoda dan menemani dalam
penulisan laporan penelitian ini, sehingga menggugah perasaan saya untuk
menyelesaikan laporan ini. Di samping itu, di selah-selah kejenuhan menulis putra-putri
saya senantiasa menghibur, semoga kelak menjadi putra-putri yang Sholih dan Sholihah

berguna bagi nusa dan bangsa lebih-lebih terhadap agama Islam.

6. Semua teman-teman satu kantor lebih-lebih yang ada di Unit Syari’ah IAIN Kudus, yang

selalu memberikan memotivasi, agar laporan penelitian ini, segera diselesaikan. Juga
kepada seluruh pejabat di IAIN Kudus yang punya kometmen dalam kebijakannya untuk
menciptakan kesejahteraan lebih baik dan humanis kepada semua yang terikat di IAIN
Kudus, semoga kebijakan yang diterapkannya berangkat dari hati yang tulus ikhlas

karena Allah semata.

7. Terimakasih dan ungkapan yang tidak bisa diukur dengan perkataan verbal, peneliti

8.

haturkan kepada semua anggota keluarga penulis. Ayahanda beserta Ibunda tercinta,
almarhum KH.Shobri dan Hj.Mubarokah yang ada di Tambak Seklenting Wedung
Demak, yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi serta mendo’akan peneliti, sehingga
dapat menapak jenjang pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kakak
dan adik-adik penulis yang selalu mendoakan kepada peneliti agar lebih tegar
menghadapi tantangan pada masa-masa belajar di rantauan dan menempuh karier di
perguruan tinggi IAIN Kudus. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada keluarga peneliti
yang ada di Singupado Sidoharjo Sragen, Bapak dan Ibu Mertua terhormat beserta kakak
dan adik yang telah membantu peneliti baik dari segi materi maupun spirit untuk

menyelesaikan laporan ini.

Kemudian, kepada pihak-pihak yang karena keterbatasan ruang, tidak dapat peneliti sebut
satu persatu penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang

sama.

Akhirnya, ke hadirat Allah SWT, jua peneliti memanjatkan do’a, semoga segala bantuan

dan partisipasi dari siapapun datangnya mendapat tempat layak dan balasan berlipat ganda

dari pada-Nya. Amin ya Rabb al- ‘Alamin.



Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan ini, mungkin masih jauh dari kesempurnaan.
Oleh sebab itu, dengan lapang dada dan senang hati, peneliti menerima Kritik yang
membangun dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga bermanfaat baik bagi peneliti
pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya dan lembaga IAIN Kudus. Amin.

Kudus, 5 Oktober 2020
Peneliti,

H. SHOBIRIN, S.Ag, M.Ag
NI1P:197203092000031003




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan ejaan Arab kehuruf latin dalam laporan ini, belum sepenuhnya berpedoman
pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987. Oleh karena itu, pemakaian ‘“konsonan rangkap”
(ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh dan gh) masis diterapkan. Maka Pedoman Transliterasi Arab-Latin,
dilakukan dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

a. Konsonan tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin
Alif Tidak dilambangkan
ba’ B

ta’ T
sa' Ts
Jim J

ha' H
Kha Kh
Dal D
Zal Dz

CeG Lo G § G Gl @ L —
wn
a8
@



a Mim M
) Nun N
3 Waw w
2 ha' H
3 Hamzah N

S ya' Y

b. Vokal panjang

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat atau huruf, transliterasinya
berupa tanda di atas. Contoh:

| = a panjang Aa
sl =i panjang li
o = u panjang Uu

C. Ta’ marbutah

Ta’ marbutah jika diwakafkan, dilambangkan dengan huruf ka’ dan jika diwasalkan
dilambangkan dengan huruf ¢a’. Contoh:

3))3-63\ 2\-'93-&3\ = al-Madinah al-Munawwarah atau Madinatul Munawwarabh.

d. Syadda atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang diberi syadda. Contoh:
W) = rabbana

e. Penulisan kata sandang al( J ) disesuaikan dengan huruf yang mengikutinya. Jika huruf

yang mengikutinya huruf gamariyah, maka penulisan al ( J!) tetap seperti semula.
Namun jika huruf yang mengikutinya adalah huruf syamsiyah, maka penulisannya
disesuaikan dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

Ui)ﬂ\ = Al-Qur’an
ol = Asy-Syams

Catatan:

1. Transliterasi tersebut tidak diterapkan secara ketat untuk penulisan nama orang
Indonesia, dan orang yang di dalamnya terdapat kata sandang al ( J)) yang



diikuti oleh kata “Allah” seperti: Fatkhurrahman tidak ditulis Fat ar-Rahman,
Abdullah tidak ditulis dengan Abd Allah dan Khulafa’ al-Rasyidin tidak ditulis
Khulafaur Rasyidin, atau Khulafa’ ar-Rasyidin.

2. Daftar singkatan:

W. = Wafat him. = Halaman
t.th. = Tanpa tahun terbit ed. = Editor
t.p. = Tanpa penerbit terj. = Terjemah

ttp. = Tanpa penerbit



MOTTO

Onbenal) gal ) (3l g ¢ Uilia aginag il L § gaala cudll g
{1 b WYl jgﬁd\}
“Dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh (mujahaddah) untuk (mencari kerida’an)

Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepad mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS.al-Ankabut/29:69)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ketika Rasulullah masih hidup, semua permasalahan yang muncul di dalam masyarakat,
beliau jawab sendiri, baik dengan alasan wahyu atau sunnahnya. Dengan demikian,
cukuplah al-Qur’an dan Sunah Rasulullah yang menjadi pegangan bagi umat, baik individu

maupun kolektif, dalam kehidupan keseharian umat Islam pada masa Rasulullah.

Masa Rasulullah, disebut masa periode fasyri’, upaya melakukan ijtihad dilakukan
shahabat bukan tidak ada, namun bila ijtihad itu diakui oleh Rasulullah, maka ijtihad
shahabat akan berubah kedudukannya menjadi sunnah tagriri. Berangkat dari itu, segala
peristiwa hukum yang muncul, kendati secara kondisional mendapat tanggapan dari para

shahabat, tanggapan akan segera mendapat penyelesaian dan kepastian dari Rasulullah.

Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia habislah periode fasyri’ dan muncullah
periode shahabat. Dengan demikian berhentilah wahyu yang turun selama dua puluh dua
tahun dua bulan dua puluh dua hari. Wahyu tersebut, beliau terima melalui malaikat Jibril,
baik waktu beliau masih di Makkah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga

halnya dengan sunnah, berakhir pula dengan meningalnya Rasulullah.

Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah tidak mungkin diganti, tetapi tugas
beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang
lain. Pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam ini,
disebut khalifah, suatu kata yang “dipinjam” dari al-Qur’an (surat 2:30). Di dalam al-Qur’an
selain surat al-Bagarah ayat 30 itu terdapat perkataan khalifah yang tersebar di dalam
sebelas ayat. Ide yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa manusia
harus mempunyai tujuan hidup menata dunia ini. Sebagai khalifah (wakil) Tuhan di bumi ini
manusia harus menerjemahkan segala sifat-sifat Tuhan ke dalam kenyataan hidup dan
kehidupan dan wajib mengatur bumi ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan-Nya.
Manusia wajib melakukan tugas untuk mencapai tujuan hidupnya menurut pola yang telah

ditentukan oleh Tuhan dalam ajaran-ajaran-Nya.



Kata khalifah yang terdapat di dalam al Qur’an, terutrama kata khalifah yang terdapat
di dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan pengangkatan Adam menjadi khalifah
(khalifah Tuhan) di muka bumi ini (QS. 2:30 di atas), dipinjam dan dijadikan gelar bagi
orang yang menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dan

kepala negara.

Namun yang menjadi masalah adalah siapa yang berhak menggantikan kedudukan Nabi
Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dan kepala negara. Sementara al-Qur’an atau
sunnah Nabi sendiri tidak memberikan petunjuk dengan jelas tentang hal itu. Tidak ada

pesan dari Nabi tentang siapa penggantinya secara jelas.

Segeralah dilangsungkan pertemuan dua kelompok umat Islam yakni kaum Anshor
penduduk asli Madinah dan kaum Muhajirin penduduk asli Makkah. Masing-masing
kelompok itu menginginkan agar kepala negara dipegang oleh salah seorang dari golonagn
mereka. Mereka mengajukan argumennya, dan argumrn yang kuat tentulah yang mempunyai
sandaran kepada al-Qur’an dan sunnah Nabi. Ternyata al-Qur’an tidak menjelaskan masalah
itu sama sekali. Sementara itu Nabi sendiri menyebutnya secara samar pula, dalam hadits
beliau bersabda:

Syanll R A Y
“Pemimpin-pemimpin adalah dari kaum Quraisy.”"

Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasar argumen hadits di atas ditambah lagi
dengan ketika Nabi dalam keadaan sakit dan tidak mampu memimpin shalat, maka yang
mewakili beliau adalah Abu Bakar. Dengan demikian, yang menggantikan Nabi Muhammad
dari kedudukan pemimpin umat dan kepala negara disebut khalifah dari kalangan shahabat
Nabi sendiri. Shahabat artinya rekan, kawan, sahabat Nabi adalah orang yang hidup semasa
dengan Nabi, yang beriman dan menjadi teman atau kawan Nabi Muhammad dalam

menyebarluaskan ajaran Islam. 2

Dari kalangan shahabat Nabi yang terkemuka pada waktu itu terpilih Abu Bakar Shidiq
menjadi khalifah pertama. Setelah beliau meninggal dunia, berturut-turut menjadi khalifah

Al-Ghazali, Fadaih al-Batiniah, ed. Abdurrahman al-Badawi, (Mesir, t.tp., 1964),181

“Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta,
Persada, 2000),155.



kedua, ketiga, dan keempat adalah *Umar ibn al-Khaththab, *Utsman ibn ’Affan dan ’Ali ibn
Abi Thalib. Pemerintahan keempat para khalifah ini berlangsung selama dua puluh sembilan
tahun, dari tahun 632 M. sampai dengan tahun 661 M.? Dalam sejarah Islam, para khalifah
yang empat ini terkenal dengan sebutan al-Khulafa’™ al-Rasyidun. Artinya para khalifah yang

memimpin umat Islam ke jalan yang benar.

Pada periode al-Khulafa’ al-Rasyidun, terutama pada masa shahabat Umar bin
Khgottab keadaan sudah jauh berbeda dengan masa sebelumnya, terutama dengan
meluasnya wilayah dunia Islam ke Utara, Timur dan Barat. Pada masa itu, bertemulah ajaran
Islam dengan berbagai kebudayaan tua yang telah berkembang sejak masa sebelumnya,
seperti kebudayaan Persia, Hellinisme, Yunani, dan lain-lain. Dengan demikian, tuntutan
masyarakat terasa semakin menghendaki ditingkatkannya intensitas ijtihad. Bertolak dari
tuntutan-tuntutan demikian, para shahabat besar khususnya shahabat *Umar bin Khgottab

berupaya untuk menjawab segala tantangan yang timbul dengan melakukan ijtihad.

Karena itu membicarakan hasil ijtihad shahabat *Umar bin Khgottab berkaitan dengan
pemberhentian hukuman potong tangan bagi pelaku kejahatan pencurian menjadi sangat
penting sebagai pijakan bagi pembahasan masalah hukum Islam mutakhir. Meskipun hukum
Islam dipahami sebagai sebuah produk ijtihadi (selama ia menyangkut dalil-dalil yang
zhanni) yang bersifat relatif. Namun ia juga merupakan bagian dari syari’at Islam yang
bersifat pasti dan permanen. Di samping itu, hukum Islam juga merupakan produk istinbat
dari teks-tekls al-Qur’an dan sunnah, dengan mendasarkan pada dua alasan:

1. Al-Qur’an, sebagai salah satu sumber syari’at Islam itu sendiri meskipun bersifat
universal dan komprehensif, diturunkan oleh Allah dengan sejumlah doktrin dan aturan

yang bersifat global, serta acapkali mengandung dalil-dalil zhanni (samar).

2. Sunnah Nabi, sebagai sumber syari’at Islam kedua, juga tidak selamanya mengandung
hal-hal yang pasti (gath i)*.

*Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia, 156
*Abdul Halim Uways, Figh Statis Dinamis, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1998), 121.



Dengan demikian, baik terhadap al-Qur’an maupun sunnah Nabi, sama-sama
dimungkinkan adanya ijtihad manusia dalam upaya menggali hukum-hukum syari’at demi

kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Ijtihad yang dilakukan oleh shahabat *Umar bin Khgottab memperoleh kedudukan
yang sangat penting dalam hazanah pemikiran Islam, dikarenakan beberapa faktor. Pertama,
shahabat sebagaimana didefinikan ahli hadits adalah orang yang berjumpa dengan
Rasulullah dan meninggal dunia sebagai orang Islam®. Dari mereka kita mengenal sunnah
Rasulullah, karena itu dari mereka juga mewariskan kepada kaum muslimin berupa ikhtilaf.

Kedua, zaman shahabat adalah zaman berakhirnya masa rasyri’. Inilah merupakan
embrio pemikiran hukum Islam pertama. Sebagaimana diterangkan di atas, pada zaman
tasyri’ orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbedaa-perbedaan
pendapat dengan merujuk pada Rasulullah, pada zaman shahabat khususnya masa shahabat
"Umar bin Khgottab rujukan itu adalah diri sendiri. Sementara itu, perluasan kekuasaan
Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-
masalah baru. Dan para shahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan ijtihad
mereka. Ketika menceritakan ijtihad pada zaman shahabat, Abu Zahrah menulis:

“Di antara sahabat ada yang berijtihad dalam batas-batas al-Kitab dan al-Sunnah, dan
tidak melewatinya, ada pula yang berijtihad dengan ra’yu bila tidak ada nash, dan bentuk

ra 'yunya bermacam-macam; ada yang berijtihad denagn qgiyas seperti Abdullah ibn Mas 'ud
dan ada berijtihad dengan metode maslahah, bila tidak ada nash ”0

Dengan demikian, zaman shahabat khususnya pada masa shahabat *Umar bin Khgottab
juga melahirkan prinsi-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (istinbat al-

hukmi); yang nanti diformulasikan dalam kaidah-kaidah ushul figh.

Ketiga, ijtihad para shahabat khususnya ijtihad shahabat *Umar bin Khgottab menjadi
rujukan yang harus diamalkan, perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti. Al-Syathiby
menulis, “sunnah shahabat adalah sunnah yang harus diamalkan dan dijadikan
rujukan”.’Dalam pengembangan ilmu figh, mazhab shahabat sebagai ucapan dan perilaku
yang keluar dari para shahabat akhirnya menjadi salah satu sumber hukum Islam di samping

> Ibnu Hajar, al-Ishabah fi Tamziz al-Sahababh, jilid I, ( Beirut, t.tp., tt.n.) 10.
® Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th., ) 250.

" Abu Ishagq al-Syathibi, al-Muwafagat Fi Ushul al-Syari‘ah, Matba’ah al-Maktabah al-Tijariyah, Jilid 1V,
(ttp., tth),74



istihsan, giyas, maslahah mursalah dan sebagainya. Madzhab shahabat pun menjadi hujjah.
Tentang hal ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian menganggapnya sebagai hujjah mutlak;
sebagaian lainnya hanya menganggap hujjah pada pendapat Abu Bakar dan Umar saja,
berdasarkan hadits “berpeganglah pada dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan *Umar”,
dan sebagaina yang lain, berpendapat bahwa yang menjadi hujjah hanyalah kesepakatan
Khulafa’ al-Rasyidin..2

Keempat, ini yang terpenting, ahlussunnah sepakat menetapkan bahwa seluruh
shahabat adalah baik (al-shahaby kulluhum ‘udul). Mereka tak boleh dikritik, dipersalahkan,
atau dinilai sebagaimana para periwayat hadits lain. Imam ahli jarh wa ta’dil, Abu Hatim al-
Razy dalam pengantar kitabnya menulis:

“Adapun shahabat Rasulullah mereka adalah orang-orang yang menyaksikan turunnya
wahyu, mengetahui tafsir dan ta'wil yang dipilih Allah untuk menemani nabi-Nya untuk
menolongnya, menegakkan agamanya, menegakkan kebenaran...Allah memulyakan mereka
dengan karuniaNya, menempatkan kedudukan mereka pada tempat ikatan. Mereka
dibersihkan dari keraguan, dusta, kekeliruan, keraguan, kesombongan dan celaan. Allah
menamai mereka sebagai udul al-ummah (umat yang paling bersih)...merekalah ‘udul al-

ummah, gemimpin-pemimpin hidayah, hujjah agama, dan pembawa al-Qur’an dan
sunnah.”

Setelah Nabi wafat, Madinah tetap merupakan sentral politik dan agama dalam
kehidupan kaum muslimin, terutama pada era Khulafa’ al-Rasyidin. Mereka bertanggung

jawab terhadap implementasi ajaran al-Qur’an lebih lanjut tentang masalah hukum.

Dalam hal ijtihad kata Coulsun: “bahwa khalifah mempunyai legislativ power sesuai
dengan al-Qur’an 4 : 59. Sebagai contoh, dia menyebutkan hukuman bagi peminum arak
(khamr) yang ditetapkan oleh Abu Bakar sebanyak 40 cambukan, kemudian menjadi 80 kali
oleh *Umar dan ’Ali, sebab mereka menyamakan kasus tersebut dengan qodzaf (salah tuduh
zina). Coulsun kemudian menyimpulkan bahwa “selama periode Madinah, prinsip-prinsip
hukum al-Qur’an dibangun oleh Nabi dan para pengikutnya pada level yang dituntut oleh

problem-problem praktis yang dihadapi oleh kaum muslimin Madinan ketika itu.” 10

8Al-Ghazali, al-Mustasfa, Jilid I, (Mesir, Mustafa Muhammad, t.th.), 135.
’Abu Hatim al-Razy, Taqdimah al-Ma rifah li Kitab al-Jarh wa Ta’dil, ( t.tp., Haidar Abad, th), 7-9.
0'N. J. Coulson, Al-History of Islamic Low, (Edinburg University Press, 1964), 26.



Karena posisi shahabat begitu istimewa, maka tidak mengherankan bila madzhab
shahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan pemikiran hukum Islam sepanjang
sejarah. Tentu saja menurut kesepakatan ahli al-sunnah, di antara para shahabat itu yang
paling penting adalah al-Khulafa’ al-Rasyidun terutama pada masa shahabat *Umar bin
Khgottab. Bila mereka sepakat pendapat mereka dapat membantu memecahkan masalah
hukum Islam, tetapi bila mereka ikhtilaf, madzhab shahabat menimbulkan kemusykilan yang

sulit diatasi.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas, maka sangat penting untuk mengetahui
atau mengkaji ijtihad shahabat *Umar bin Khgottab, karena figh- nya adalah merupakan
pondasi utama dari seluruh bangunan hukum Islam sepanjang zaman. Di samping itu,
pemikiran shahabat *Umar bin Khgottab bisa dijadikan model atau contoh oleh generasi-
generasi berikutnya, terutama generasi ahli hukum Islam di zaman mutakhir ini, tentang
bagaimana cara shahabat ’Umar bin Khgottab menemukan dan menerapkan hukum Islam

pada waktu itu.
B. Fokus Penulisan

Setelah penulis melakukan kajian dari berbgai buku yang berkaitan dengan ijtihad
shahabat *Umar bin Khgottab dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka
penelitian ini di fokuskan pada dua hal. Pertama, fokus penelitian diduksi dari hukum Islam
sebagaimana dirumuskan oleh shahabat *Umar bin Khgottab, maka fokus ini pada dataran
abstrak dan edial. Kedua, fokus penelitian induksi dari realitas tertulis, yang dipandang
sebagai gejala budaya dan gejala sosial, yaitu seperti metode ijtihad shahabat *Umar bin
Khgottab berkaitan dengan pemberhentian hukuman potong tangan bagi tindak kejahatan

pencurian, maka fokus ini bersifat konkret dan aktual secara tertulis.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis hanya akan menjawab masalah yang paling
mendasar dan paling banyak relevansinya dengan pengembangan, pembinaan, dan
pembaharuan hukum Islam. Karena hal demikian, secara langsung akan dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat dewasa ini.

C. Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang di tetapkan oleh penulis
sebagaimana tersebut di atas, maka masalah penelitian yang akan dirumuskan sebagai
berikut:

1. Bagaimana Ijtihad  shahabat ’Umar bin Khgottab Berkaitan Dengan Pemberhentian

Hukuman Potong Tangan Bagi Tindak Kejahatan Pencurian?

2. Bagaimana Metode Ijtihad shahabat ’Umar bin Khgottab  Berkaitan Dengan

Pemberhentian Hukuman Potong Tangan Bagi Tindak Kejahatan Pencurian?
D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan, mengembangkan, dan
menemukan pengetahuan tentang hukum Islam. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian
ini adalah untuk menemukan jawaban tentang permasalahan ijtihad dan metode ijtihad
shahabat "Umar bin Khgottab berkaitan dengan pemberhentian hukuman potong tangan bagi

tindak kejahatan pencurian, terikat dengan permasalahan tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui Ijtihad Shahabat ’Umar bin Khgottab Berkaitan Dengan Pemberhentian

Hukuman Potong Tangan Bagi Tindak Kejahatan Pencurian.

2. Untuk mengetahui Metode ljtihad  Shahabat *Umar bin Khgottab Berkaitan Dengan

Pemberhentian Hukuman Potong Tangan Bagi Tindak Kejahatan Pencurian.
E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti diharapkan adanya manfaat dalam penelitian yang sedang
dilakukan. Manfaat tersebut biasanya bersifat teoritis dan praktis. Sedangkan manfaat dalam
penelitian ini lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembanngkan ilmu, disamping itu, juga

tidak menolak manfaat secara praktis yaitu untuk memecahkan masalah tersebut di atas,

1. Jika permasalahan pertama, tentang Ijtihad shahabat Umar bin Khgottab Berkaitan
Dengan Pemberhentian Hukuman Potong Tangan Bagi Tindak Kejahatan Pencurian, maka
manfaatnya akan menemukan batasan ijitihad secara umum, sebagai pijakan untuk
mengetahui Ijtihad shahabat Umar bin Khgottab.



2. Jika permasalahn kedua, tentang gambaran metode ijtihad shahabat *Umar bin Khgottab
berkaitan dengan pemberhentian hukuman potong tangan bagi tindak kejahatan pencurian dapat

ditemukan , maka akan menemukan proses Metode ljtihad Shahabat *Umar bin Khgottab.

Namun, jika penelitian ini nanti dapat menemukan kategori-kategori, hepotesa dan teori,
maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengembangkan hukum Islam
(pada masyarakat Islam secara umum. Dengan demikian penelitian ini mempunyai
signifikansi yang jelas dalam wacana hukum Islam. Karena masalah hukum Islam adalah
masalah praktis yang diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari untuk menjalin

hubungan kepada Allah, sesama manusia dan kepada alam sekitarnya.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau
memperkaya hazanah kepustakaan Islam agar menjadi bacaan yang berguna bagi

masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mendalami masalah pemikiran hukum Islam.
. Kerangka Berpikir dan Kajian Pustaka

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka sangat urgen sekali
untuk mengkaji ljtihad Shahabat *Umar bin Khgottab, karena setelah Nabi Muhammad
meninggal dunia, habislah periode fasyri’ dan muncul periode shahabat. Namun pada
periode shahabat, keadaan sudah berbeda dengan masa sebelumnya, terutama dengan
melebarnya wilayah dunia Islam, di samping itu permasalahan semakin kompleks, menuntut
para shahabat, terutama ljtihad  Shahabat *Umar bin Khgottab harus menggerakkan
pemikirannya untuk menetapkan hukum yang belum dijelaskan di dalam al-Qur’an dan

sunnah Rasulullah secara rinci.

Sehingga masa ljtihad Shahabat Umar bin Khgottab merupakan embrio munculnya
ilm figh, perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti dan madzhab shahabat dijadikan
hujjah umat Islam. Di samping para ahli hadits mendudukkan mereka dengan sebutan “al-
ashhab kulluhum ‘udul” namun ikhtilaf di antara mereka selain menyumbangkan khazanah
yang kaya untuk memperluas pemikiran hukum Islam juga mewariskan kemusykilan bagi

umat Islam.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan sosial (social cange and social
development) sebagai akibat dinamika masyarakat tak pelak lagi membawa dampak pada



sistem hukum di mana masyarakat itu berada. Sehingga ada sebagian umat Islam yang
menyembunyikan rasa takut untuk menyerukan kembali kepada syari’at dan hukum Islam,
serta mengambil syari’at sebagai asas penetapan hukum dan putusan. Sumber ketakutan
tersebut sebetulnya ada dua macam, yakni prinsip ketuhanan dan sifat keagamaan yang ada
di dalam hukum Islam, telah disepakati bahwa kedua sumber pokok hukum Islam adalah al-
Qur’an dan sunnah Rasulullah. Di dalam pandangan mereka, hal demikian menuntut adanya
pemberian status “tetap” dan “statis” terhadap hukum Islam serta upaya mendudukkan rasio
manusia di hadapan hukum Islam tersebut dengan sikap pasrah dan taglid; tanpa sikap
kreatif, karena tidak ada ruang bagi akal di hadapan wahyu dan tidak ada tempat bagi ijtihad

di hadapan nash.

Dari asumsi-asumsi tersebut, sangat penting untuk mengkaji sejarah hukum Islam yang
sebenarnya, lebih-lebih yang berkaitan dengan ijtihad shabat terutama ljtihad shahabat
"Umar bin Khgottab. Karena mereka merupakan penentu kebijakan awal setelah Nabi
Muhammad wafat dari perbagai permasalahan hukum yang muncul pada saat itu, di samping

itu, hasil pemikiran hukum mereka merupakan embrio munculnya hukum Islam selanjutnya.

Norma hukum Islam dan pemikir hukum Islam Shahabat ’Umar bin Khgottab
sebetulnya gabungan dua permasalahan yang berbeda. Kemudian diintegrasikan menjadi
satu yaitu hasil Ijtihad Shahabat *Umar bin Khgottab, yang merupakan abstraksi dari
realitas yang relatif konkret secara tertulis. Difusi hukum Islam ke dalam tradisi lokal ini,
menggunakan pedekatan kajian historis dan sosiologi, dengan mengaplikasikan teori difusi

kebudayaan.
H. Sistematika Penulisan

Penelian ini terdiri atas lima bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, tiga bab
pembahasan materi dan satu bab penutup.

Bab | adalah pendahuluan, yang dirinci atas beberpa anak bab, yakni: Latar belakang
masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka
berpikir dan tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penuliasan. Pada dasarnya
bab ini tidak termasuk dalam materi kajian tetapi lebih ditekankan pada penanggung
jawaban ilmiyah. Bab Il penulis akan membahas tentang ruang lingkup ijtihad dan ruang

lingkup tindak pidana pencurian dalam Islam. Bab Il memrbicarakan tentang metodologi



penelitian. Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dan Bab V

membahas tentang penutup, membahas tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup ljtihad

Ijtihad bisa dikatakan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan usaha mujtahid
secara maksimal dalam penalaran, sehingga menghasilkan pendapat pribadi yang orisinil,
dalam perkembangannya telah dibatasi dengan seperangkat pengertian.'* Akan tetapi sesuai
dengan pembatasan yang dibuat dalam uraian ini, maka pengertian ijtihad akan dilihat
sepanjang pemakaiannya pada periode awal sejarah Islam, tepatnya pada masa Rasulullah
dan Khulafa’ al-Rasyidin.

Perkataan al-ijtihad, seperti yang diuraikan dalam lisan al- ‘4rab, secara bahasa berasal
dari kata al-jahd yang berarti al-Tagah artinya upaya sungguh-sungguh.'? Bentuk kata ijtihad
berwazan atau bersepadan dengan kata ifta ‘ala yang menunjukkan arti mubalagah (keadaan
lebih) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan.*® Dalam al-Qur’an kata al-jahd
dapat ditemukan pada tiga tempat. Pada ketiga tempat itu, kata tersebut mengandung arti
(bazl al-was’i wa al-tagah) mencurahkan kemampuan atau upaya yang sungguh-sungguh.
Arti demikian dapat ditemukan dalam Surat an-Nur ayat 53:

" Hasan Ahmad Mar’i, Al-Jjtihad fi Syari’ah al-1slamiyyah, (Kairo, t.tp, 1976), 8-34.
“lbnu Mansyur al-Afrigi, op.cit., Jilid 111, him. 133.

Byusuf al-Qordawi, Al-ljtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah Ma’a Nazarat Tahliliyyah fi al-ljtihad al-
Mu’asir, Terj., (Jakarta : Bulan Bintang, 1987),1.
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“Dan mercka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah ...”. (Q.S. An-
Nur/24: 53).

Kata ijtihad tidak boleh dipakai kecuali dalam persoalan-persoalan yang memang besar
dan sulit."® Kata ijtihad dalam Munjid al-Tulab juga mempunyai arti yang sama yaitu bazl al-

wus’i (penumpahan segala kesempatan).*®

Ungkapan kata ijtihad seharusnya dipakai dalam persoalan-persoalan yang memang
berat dan sulit secara hissi (fisik) seperti suatu perjalanan. Atau persoalan-persoalan yang
sulit secara ma’nawi (non fisik) seperti melakukan penelaahan teori ilmiah atau upaya
mengistinbathkan hukum.'” Dengan demikian jelaslah bahwa dalam artian bahasa, ijtihad
menunjukkan pada usaha yang sungguh-sungguh. Atas dasar ini, tidaklah tepat apabila kata
ijtihad itu dipergunaan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ringan. Penggunaan
pengertian yang tidak tepat itu sebagaimana digambarkan dalam ungkapan di bawah ini:
“ljtahada fulanun fi hamli al-galami”.*® Seorang telah berusaha dengan segala upaya untuk

mengangkat pena.

Menurut Ahmad Hasan, pemakaian kata ijtihad pada periode awal dipergunakan dalam
pengertian yang lebih sempit dan lebih khusus, sedangkan pada periode berikutnya seperti
pada masa al-Syafi’i dan masa sesudahnya pengertian itu menjadi luas.'® Istilah ijtihad
mengandung arti pertimbangan yang bijaksana yang adil atau pendapat seseorang ahli.?
Sebagai contoh, Ahmad Hasan mengutip salah satu riwayat yang terdapat dalam al-muwatagq,
yang menceritakan bahwa pada suatu hari di bulan Ramadan, Umar Ibnu al-Khatab

mengumumkan bahwa saat berbuka telah tiba. Namun setelah beberapa saat, ia diberi tahu

YAl-Qur’an, Surat An-Nur, ayat 53, 553.

“Nadiyah Syarif al-‘Umri, Al-ljtihad fi al-Islam: Ushuluh Ahkam wa Afakhuh, (Beirut : Muassisah
Risalah, 1981),18.

'°Fuad Afram al-Bustami, Munjid al-Tulab, Beirut: Dar al-Damsyiqg, 1956), 96.

"Salahuddin Magbul Ahmad, Irsyad al-Nugad ila Taisir al-ljtihad, (Kwait :Dar al-Salafiyah, 1982), 7.
83alahuddin Magbul Ahmad, , Irsyad, 7

¥ Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, terj., Bandung : Pustaka,1984), 103.
“Ahmad Hasan, The Early Development, 104.



matahari terlihat kembali diufuk Barat. Terhadap pertimbangan yang telah diumumkannya,

dikabarkan ia mengatakan: “Bukan soal yang gawat kami sudah berijtihad (gad ijtihadna)”.*

Sebenarnya penggunaan kata ijtihad bukan hanya dimulai pada masa sahabat, akan
tetapi, walau sering dihubungkan dengan al-ra 'yu sudah dipergunakan pada masa Rasulullah.
Dalam al-lhkam fi Usulal-ahkam, Ibnu Hazm menegaskan bahwa pada waktu-waktu tertentu
Rasulllah sering memberikan “mandat” kepada sahabat-sahabatnya untuk memutuskan suatu
perkara sekalipun perkara itu terjadi dihadapat beliau sendiri.?? Diriwayatkan bahwa pada
suatu kali Rasulullah berkata pada Amr Ibnu Al-Asy agar ia memutuskan suatu perkara. Lalu
Amr bertanya: “Apakah saya akan berijtihad (ajtahidu) padahal engkau ada ?”. Rasulullah
menjawab: “Ya. Jika engkau betul (dalam berijtihad, maka bagimu dua pahala, tetapi jika
engkau salah (dalam berijtihad, maka engkau akan mendapat satu pahala)”.?* Disamping
riwayat itu banyak riwayat-riwayat lain yang menggambarkan kata ijtihad pada masa
Rasulullah. Di antaranya yang paling populer sekalipun sanadnya diperbincangkan, yaitu
tentang nama sahabat Mu’az yang tidak disebutkan dengan jelas. Akan tetapi hadis itu tetap
berstatus masyhur yaitu hadis taqriri, yang memberi persetujuan terhadap ijtihad yang
dilakukan oleh Mu’az ibnu Jabal. Tatkala Rasulullah hendak mengirim Mu’az sebagai Qodi
ke negeri Yaman, Rasulullah berkata:

“Apa yang engkau lakukan apabila diajukan kepadamu suatu perkara? la menjawab: ‘Aku
akan menetapkan hukum dengan kitab Allah’. Jika kamu tidak menemukannya dalam kitab
Allah, tanya Rasulullah (Aku menetapkannya dengan sunnah Rasulullah) tambah Rasululah
jika kamu tidak menemukannya. Mu’az menjawab Aku berijtihad dengan sungguh-sungguh
(@jtahidu ra’yi wa la-Alu). Kemudian itu Mu’az berkata: “lalu Rasulullah menepuk-nepuk

dadaku dengan tanganya seraya berkata: “segala puji bagi Allah yang telah memberikan
petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang disukai oleh Rasulullah”.?*

Berdasarkan riwayat di atas sebagaimana disimpulkan oleh Muhammad Ma’ruf al-
Dawalibi, Rasulullah menempatkan ijtihad sebagai sumber ketiga (aslah-salisah) ajaran

Islam, setelah al-Qur’an dan sunnah.?

“Imam Malik, Al-Muwattag, jilid I, (Libanon : Dar al-Kotob al-limiyah-Beirut, 2018), 303.
Z|pnu Hazm, Al-Ihkam fi Usulal-Ahkam, juz VI, (Kaero: Maktabah, Al-Qaniji, 1345 H ), 25-26.

#Abu Al-Baga, Taqi al-Din, Al-Kaukab al-Munir, (Mesir : Matbaah al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1372
H), 299.

#Abi Daud, Sunan Abi Daud, juz Il, (Mesir : ustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1956),272.
“Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi, al-Madkhal ila ‘llm Usulal-Figh, (Damasyqus: Dar al-Kitab, 1965), 13.



Pengertian ijtihad menurut bahasa dalam pemahasan tadi ada relevansinya dengan
pengertian istilah. Karena pengertian bahasa ini mengandung arti sungguh-sungguh dalam
melakukan segala sesuatu. Relevansinya akan tampak lebih jelas setelah dipaparkan dan
dipahami pengertian istilah berikut ini.

Dalam pengertian istilah, menurut al-Gazali (w. 505 H) bahwa ijtihad secara umum
adalah: “Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum
syara™.*® Dalam arti yang sempurna (al-Tamm), pengertian ijtihad itu, kata al-Gazali, harus
ditambah dengan pernyataan “perasaan kurang mampu untuk mencari tambahan

27
kemampuan”.

Batasan yang hampir sama dikemukan oleh al-Amidi (w. 631 H) menurut Al-Amidi
ijtihad adalah “mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara’ yang bersifat
zanni”.”® Sedangkan menurut pendapat al-Saukhani (w. 1255 H), dalam bukunya Irsyad al-
Fukhul mengatakan ijtihad adalah: “Pencurahan kemampuan untuk mendapatkan hukum

syara’ yang bersifat operasional, ‘amali melalui istinbat (penggalian) hukum”.?

Pengertian istilah yang dikemukakkan oleh dua ulama yaitu, al-Gazali dan Al-Amidi
dengan memberi persyaratan “perasaan kurang mampu untuk mencari tambahan
kemampuan”, ada dua hal pokok yang terkandung didalamnya, yaitu mengacu kepada sikap
kehati-hatian seseorang dalam melakukan ijtihad hukum dan menunjukkan beratnya
persyaratan yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan ijtihad. Di samping itu
batasan yang dikaitkan dengan persyaratan tersebut cenderung menutup kemungkinan bagi
dinamika perkembangan ijtihad itu sendiri. Maka Al-Saukani mengatakan “pencurahan
kemampuan” pada dasarnya telah mengandung arti “perasaan kurang mampu untuk

menambah kemampuan” di atas. Dengan demikian tidak perlu disebut secara tegas.

Apabila tiga batasan ulama di atas dikaitkan dengan pengertian yang dikemukakan oleh
al-Syatibi sebagai tokoh pemikir hukum Islam yang muncul setelah al-Gazali dan al-Amidi

dan jauh sebelum munculnya al-Saukani, tampaknya al-Syatibi telah berupaya ke arah

%Al-Gazali, Al-Mustasfa min llm al Usulal, ( Libanon : Dar-al-Kotob al-limiyah-Beirut, 2014), 527
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penyederhanaan batasan ijtihad tersebut. Dalam batasan yang dikemukakan oleh al-Syatibi
tidak menampakkan dengan kata “perasaan kurang mampu untuk mencari tambahan
kemampuan”, akan tetapi ia menambahkan dengan kata “Gayah”, sehinggga batasanya
berbunyi sebagai berikut: “ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang

optimal dalam menggali hukum syara >.*°

Batasan secara istilah yang dikemukakan oleh al-Syatibi tampaknya mengharuskan
adanya usaha maksimal mujtahid, akan tetapi seorang mujtahid tidak mesti harus
menanggung beban psikologis yang berat dengan perasaan lemahnya kemampuan yang
dimiliki. Manusia dalam usaha untuk melakukan sesuatu tidak dipaksaan melebihi
kemampuannya, tetapi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini digambarkan
oleh Allah dalam Surat al-Bagarah ayat: 286:

{YAY 3000 AV Leaa s W1 Lok 401 RIS
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...” (Q.S. al-
Bagarah/2: 286)*

Batasan yang dikemukakan oleh al-Syatibi terasa lebih memberikan kelonggaran dan

dinamika bagi pengembangan ijtihad. Karena tidak ada tuntutan adanya beban psikologis

bagi para mujtahid akan keraguan terhadap kemampuannya sendiri.

Kemampuan para mujtahid antara satu dengan lainya tidaklah sama. Menurut hemat
penulis optimalisasi upaya yang dilakukan oleh setiap ahli hukum Islam dapat dianggap
sudah memenuhi persyaratan ijtihad yang dikehendaki dalam Islam. Disamping itukecuali
itu, bahwa ketidakmestian adanya beban psikologis di atas, pada dasarnya merupakan isyarat
pengembangan bentuk-bentuk yang lebih memungkinkan para ahli hukum untuk menjadikan
hukum Islam sebagai institusi yang mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-
persoalan yang muncul sesuai dengan tuntutan zaman yang selalu mengalami perkembangan

dan perubahan.

Meskipun batasan al-Syatibi telah mengacu pada kemungkinan bentuk lain dari ijtihad,
namun batasan yang diberikannya dan batasan yang dikemukakan oleh al-Gazali dan al-

Amidi masih memberikan pemisahan obyek ijtihad dari bidang keilmuan. Pemisahan itu

%0Al-Syatibi, Al-Muafaqat fi Usulal-Syari‘ah, (Libanon : Dar-al-Kotob al-l1imiyah-Beirut, 2009),774.
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misalnya antara bidang hukum Islam dan bidang keilmuan lain seperti teologi atau ilmu
kalam. Seharusnya upaya ijtihad mencakup berbagai aspek ajaran Islam dalam arti yang luas.
Obyek ijtihad yang luas ini agaknya dapat ditarik dari isyarat al-Qur’an dan hadis sebagai
sumber ajaran yang mengandung berbagai aspek kehidupan, walaupun sebagian besar

kandungannya bersifat umum.

Obyek ijtihad dalam arti luas ini, sesuai dengan pandangan Muhammad Musa al-

Tiwana. Dalam salah satu karyanya, al-Tiwana membagi ijtihad itu ke dalam tiga obyek:

a. ljtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nas
Ijtihad dalam melakukan giyas terhadap hukum-hukum yang telah ada dan telah
disepakati.

c. ljtihad dalam arti penggunaan ra ‘yu.*

Pendapat al-Tiwana di atas, menurut hemat penulis mengacu kepada dua obyek ijtihad
secara luas. Pertama, adalah menyangkut persoalan-persoalan yang sudah ada ketentuan nas,
namun masih bersifat zanni. Terhadap obyek ijtihad seperti ini, cara yang harus ditempuh
penelitian dalam menentukan al- ‘am (keumuman) atau al-khas (kekhususan), nas al-mutlag
(kemutlakan) atau al-mugayad (ketidakmutlakan) nas. Kedua, persoalan-persoalan yang
sama sekali belum ada nasnya. Dalam pemecahan persoalan-persoalan seperti ini, upaya

ijtihad yang dipahami adalah giyas, istihsan, istilah dan dalil-dalil hukum yang lain.

Senada dengan pandangan di atas ialah pendapat Subhi Mahmasani tentang ijtihad.
Ijtihad menurut Subhi Mahmasani adalah mencurahkan himmah dan kesungguhan untuk
mendapat ketentuan-ketentuan hukum dari sumber-sumbernya yang pokok.®* Pengertian
seperti ini tidak hanya memperlihatkan kemungkinan bentuk-bentuk baru ijtihad, akan tetapi

juga cakupan obyeknya yang luas.

Pada dasarnya, obyek ijtihad yang dipaparkan oleh al-Tiwana dan pengertian ijtihad
yang dikemukakan oleh Subhi Mahmasani dapat mendorong untuk melihat dimensi-dimensi

ijtihad yang dilakukan oleh Khulafa’ Rasyidin terhadap tema-tema figh khususnya.

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Islam

¥Muhamad Musa al-Tiwana, al-ljtihad wa Mada Hajatina llaih fi haza al- ‘4sr, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Hadisah, t.th),39.

¥Subhi Mahmasani, Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam, terj., (Bandung: al-Ma’arif, 1981), 143.



1.Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-
diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam
adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti

mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.*

Pencurian bila ditinjau dari segi hukumanya dibagi menjadi dua. Pertama, pencurian
yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir.
Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua, yaitu sarigah sughra
(pencurian kecil atau biasa), dan sarigah kubra (pencurian besar atau pembegalan).
Pengertian  pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam,
sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan
atau dengan kekerasan. Pencurian jenis kedua ini disebut pula hirabah, yang akan

diuraikan lebih lanjut pada bagian lain.

Perbedaan antara pencurian biasa dengan hirababh, yaitu dalam pencurian biasa ada dua
syarat yang harus dipenuhi, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan
pengambilannya itu tanpa kerelaan pemiliknya. Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan

adalah terang-terangan atau kekerasan yang dipakai, sekalipun tidak mengambil harta.

Pencurian yang diancam dengan ta'zir pun ada dua macam. Pertama, pencurian yang
diancam dengan had, karena tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan had,
misalnya ada unsur syubhat (seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta
bersama). Kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas
dasar kerelaan pemiliknya, tapi tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam
tangan yang berada ditangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan

membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).*

Berangkat dari uraian tersebut di atas dapat dibedakan antara pencurian dengan

penggelapan, sebagai berikut:

a. Hukuman Pencurian adalah had, sedangkan hukuman penggelapan adalah ta'zir.

¥ H.A. Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, ( Jakarta, Raja Wali Press,
2000), 71.
% A. Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, 72



b. Unsur material dalam pencurian adalah mengembil harta secara diam-diam, sedangkan
unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam.

c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada
tempat peyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan
demikian.

d. Disyaratkan dalam pencarian harta yang dicuri itu telah mencapai nishab, sedangkan
dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.*

Dengan demikian, penggelapan dalam hukum barat mirip dengan penggelapan dalam

hukum Islam.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencuruan

Dasar hukum pidana pencurian adalah al-Qur’an dan Hadits Rasulullah. Pelaku
pencurian yang sudah memenuhi unsur-unsur pencurian dan ada alat bukti yang kuat, maka
Jumhur ulama mensyaratkan wajibnya potong tangan, karena kemutlakan firman Allah
SWT :

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Maidah/5 : 38)*

Sedangkan hukum potong tangan bagi tindak kejahatan pencurian, hukuman potong
tangan tidak dapat dimaafkan, jika perkaranya sudah diserahkan dan ditangani oleh Ulul
Amri, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :

(a0 Ol 8 pStall 15, ), e & AR e S ALaY\gy 4 M A% 4 ghad) 1 g8153

"Jauhilah hukuman di antara kamu. Apabila perkaraya sudah sampai di tangan imam,
maka Allah tidak mau memaafkanya, bila (korban) memaakan'. (HR Hakim dari Ibn
Umar).

Ketentuan tersebut di atas, disepakati ulama sebagai dasar bahwa pencurian itu delik

biasa, bukan delik aduan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

% A. Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, 72
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Unsur pencurian ada empat, yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang
diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikad tidak
baik.

Pertama, maksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa
sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah
orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap

sempurna, jika memenuhi kretiria sebagai berikut:

a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya
b. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya
c. Barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri.

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak
dianggap sempurna. Dengan demikian, hukumannya bukan had, melainkan ta'zir.
Misalnya, seorang pencuri baru masuk ke rumah dan belum berhasil mengambil harta
dalam rumah itu, tiba-tiba tertangkap atau barang-barangnya sudah dikumpulkan oleh
pencuri, namun belum berhasil dibawa pergi. Hanya mazhab Dzahiri yang berpendapat
bahwa percobaan pencurian diancam dengan sanksi yang sama dengan sanksi pencurian,
karena Dzahiri tidak mensyaratkan pengambilan harta dari tempat peyimpanannya, dan

dianggap cukup bila si pencuri telah mempunyai niat untuk mencuri.*®

Pendapat demikian dirasa kurang adil. Alasannya, memeberikan sanksi yang sama
terhadap perbuatan-perbuatan yang berbeda. Padahal, menurut syari'at sanksi harus
seimbang dengan perbuatan. Sedangkan menurut mazhab Empat, Syi'ah dan KUHP di
Indonesia menetapkan bahwa pencurian terhadap barang yang tidak dari tempatnya (hiriz)
tidak dapat diancam dengan hukuman had (potong tangan), melainkan hukuman ta'zir.
Misalnya seorang pencuri binatang yang akan kembali ke kandangnya dan masih di jalan

serta tidak ada gembalanya.®

Pengeluaran harta dari tempatnya selalu diikuti dengan perpindahan tangan harta
curian, dari si pemilik kepada si pencuri. Misalnya; seorang pencuri mengeluarkan harta

curiannya dari sebuah rumah atau warung. Contoh ini adalah salah satu contoh
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perpindahan tangan harta curian dari pemilik kepada pencuri meskipun perpindahan tangan
harta curian dari pemilik kepada pencuri. Meskipun perpindahantangan harta dari pemilik
kepada pencuri tidak selamanya berarti keluarnya pencuri dari tempat penyimpanan harta.
Misalnya, si pencuri masih berada di tempat kejadian, maka menurut para ulama kasus
demikian dianggap sebagai pengambilan harta yang belum sempurna. Namun, jika ada
kasus pencuruan dengan cara menelan barang curian sehungga rusak, karena ditelan,
seperti susu, maka perbuatan menelan itu tidak dianggap pencurian, melainkan
pengrusakan. Dalam hukum Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan harta
dari tempatnya disebut sebagai pengrusakan, baik dengan dimakan, disobek, dilubangi,

dibakar dan sebagainya. Maka, ancaman hukuman bagi pengrusakan adalah ta'zir. *°

Pengembalian secara diam-diam itu terdiri dari dua macam : pengambilan secara
langsung dan pengambilan dengan perantraan. Prinsip dalam syari'at Islam, berkenaan
dengan hal ini, bahawa mengeluarkan harta dari khirijnya dianggap sebagai pengambil
yang sempurna. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Syi‘ah
Zaidiyah, pengambilan yang sempurna itu tidak harus dengan masuknya pencuri ke tempat
penyimpanan harta, tetapi juga dapat dilakukannya dengan jalan melubangi tembok dan

merogohnya dari luar rumah atau perantara.**

Berkenaan dengan persoalan mengeluarkan harta dari tempatnya berbeda-beda sesuai
dengan perbedaan tempat peyimpanan yang layak, sebab tempat peyimpanan harta itu,
kadang-kadang merupakan suatau ruangan (seperti rumah dan gudang) dan adakalnya
hanya berupa pengawasan (seperti ternak yang digembalakan dan jam tangan yang sedang
dipakai).

Kedua, maksud unsur barang yang dicuri berupa harta adalah disyaratkan berupa
harta, yang bergerak, berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak, dan sampai

nisab.*?

Harta yang dicuri itu disyaratkan harus bergerak, karena pencurian mempunyai makna
perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. Benda dianggap benda
bergerak, jika harta itu dapat dipindahkan, karena tabiatnya atau dipindahkan. Disyaratkan

0 A, Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, 74
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pula harta itu merupakan materi kongkret atau benda-benda yang bersifat material.
Maksud dengan barang berharga adalah bahwa barang tersebut berharga bagi pemiliknya,

bukan dalam pandangan pencuriannya.

Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali menyatakan bahwa harta itu berupa yang
mungkin dimiliki dan diperjualbelikan, meskipun dalam penerapan prinsip ini mereka
berbeda pendapat dalam kasus pencurian mushaf al-Qur'an, kitab-kitab ilmiah, buah-

buahan, alat musik, dan sebagainya.

Sebagaimana dikatakan di atas, hiriz itu ada dua macam hiriz bi al-makan dan hiriz bi
al-nafs. Maksud hiriz bi al-makan adalah tempat yang disediakan khusus untuk
menyimpan barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masuk tanpa izin pemiliknya.
Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tempat itu harus terkunci dan khusus disediakan
untuk menyimpan barang. Maksud dengan hiriz bi al-nafs atau hiriz bi al-hifdz adalah
barang yang berada dalam penjagaan, kadang-kadang suatu jenis barang memiliki jenis
hiriz ini.

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenakan hukuman potong tangan pada
pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk
tanpa izin. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dapat dikenai
hukuman potong tangan,. karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai
ke bawah. Demikian pula sebaliknya, dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu
Hanafiah, tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami-isteri.*:

Berkenaan dengan nisab harta, dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya dari lbn
Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan seseorang pencuri sebuah perisai yang
seharga tiga dirham (HR Jamaah). Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW memotong
tangan pencuri harta yang berharga 1/4 dinar atau lebih (HR Jamaah). Pada masa itu, satu
dinar sama dengan dua belas dirham. Jumhur ulama mensyaratkan wajibnya potong tangan
bagi pencuri yang mengambil barang milik orang lain sudah ada satu nishab, karena

kemutlakan firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 38 yang tercantum di atas.**
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Namun, kemutlakan ayat tersebut, dibatasi oleh kedua hadis yang dikutip sebelumnya.
Akan tetapi, pada gilirnnya, mereka berselisih pendapat tentang batas nisab itu. Imam
Malik mengukur nisab itu dengan emas atau perak. Imam Al-Syafi'i mengukurnya nilai
sebesar 1/4 dinar. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10
dirham atau 1 dinar, dengan berdasarkan hadis Nabi SAW;*

A1 e 3l by ) iy
"Tidak ada hukuman potong tangan, kecuali pada pencurian sebesar 1 dinar atau 10
dirham". (HR. Baihagi dari Ibn Abas).

Demikian pula Syi‘ah, Ibn Rusyd berpendapat lain, dengan menyebutkan bahwa
pencurian itu sebesar 4 dinar atau 40 dirham.*® Dengan demikian bila harta yang dicuri itu
tidak mencapai nisab, maka tidak dapat dijatuhi hukuman had. Maka bagi pencurian harta

yang bernilai di bawah nisab diancam dengan hukuman ta'zir.

Ketiga, disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu
merupakan milik orang lain. Maksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika
terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu pencurian
adalah waktu pencuri memindahkan harta darti tempat peyimpannanya. Atas dasar ini,
maka tidak ada hukuman had dalam pencurian terhadap harta yang status pemiliknya
bersifat syubhat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad,
dalam kasus ini, pencuri diancam dengan hukuman ta'zir tidak potong tangan. Misalnya,
kasus orang tua mencuri harta anaknya dan seorang mencuri sebagian harta milik suatu

kelompok yang ia termasuk anggotanya harta musytarak (koperasi).

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, barang yang dicuri itu disyaratkan tidak
sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya untuk kemudian hancur. Sedangkan Imam Malik,
Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak sependapat dengan teori ini. Menurut mereka, setiap
hara yang dapat diperjualbelikan adalah harta yang berharga dan pencurinya dapat dijatuhi
hukuman had jika suda ada satu nishab. Contohnya, kain kafan menurut Imam Abu

Hanifah, pencurian kain kafan tidak dapat dijatuhi hukuman had.
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Barang-barang yang pada asalnya tidak ada pemiliknya boleh diambil. Akan tetapi,
jika sudah ada dalam penguasaan seseorang atau Ulul Amri, maka dianggap telah ada
pemiliknya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknya
adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknya.

Dalam hukum Islam tidak menyamakan antara menggelapkan harta temuan dengan

pencurian, sebab ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya, antara lain :

a. Orang yang menemukan barang tidak berniat jahat, kecuali setelah barang itu berada di
tangannya ia berniat untuk menggelapkannya, sedangkan pencuri sudah memiliki niat
jahat sebelum harta dapat dikuasainya.

b. Orang yang menemukan barang temuan itu mengambil barang bukan pada tempat
penyimpananya, sedangkan pencuri mengambil barang dari tempatnya.

c. Pencuri mengambil harta secara diam-diam, sedangkan orang yang menemukan harta
dapat dilakukan secara diam-diam ataupun terang-terangan.

d. Mengambil barang temuan itu tidak haram dan keharamannya timbul bila ia
menggelapkanya, sedangkan mencuri itu perbuatan yang haram.

Meskipun demikian, orang yang menyembunyian barang temuan dikenai hukuman

ta'zir, menurut hukum Islam.

Keempat, Maksud adanya itikad tidak baik seseorang pencuri terbukti bila ia
mengetahui hukum mencuri itu adalah haram dan dengan perbuatanya itu ia bermaksud
memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

. Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian

Hukuman potong tangan dapat diterapkan dalam kasus tindak kejahatan pencuruan,
jika ada alat bukti yang kuat. Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian
menurut hukum Islam, yaitu ada saksi, dalam hal ini cukup dengan dua orang saksi, ada
pengakuan dari pelaku, Syafi'i dan Imam Ahmad cukup satu kali, meskipun demikian
ulama lain ada yang mensyaratkan dua kali, adanya sumpah dari pelaku, di kalangan
mazhab Syafi'i, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan
dengan sumpah, namun pendapat yang lebih rajah, menyatakan bahwa alat bukti tindak



pidana pencurian hanya saksi dan pengakuan dan adnya qarinah, tanda-tanda yang

menunjukkan bahwa dia telah mencuri.*’

Dalam permasalahan tindak pidana pencurian, para ulama mempermasalahkan ganti
rugi dan saksi. Menurut Imam Hanifah, ganti rugu dan sanksi itu tidak dapat digabungkan,
artinya bila pencuri sudah dikenal sanksi hukuman had, maka baginya tidak ada keharusan
untuk membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja,
sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, jika pencuri harus membayar ganti rugi, maka
seakan-akan harta itu adalah miliknya. Akan tetapi, mazhab Hanafi pada umumnya
berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikanya harta itu setelah
pencuriannya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada di tangan
pencuri maupun telah berpindah ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta

ganti rugi kepada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat
digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hak ini hak Allah berupa
keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain. Oleh karena
itu, pencuri harus mempertanggungjawabkan akibat dua hak ini, jadi pencuri itu harus
mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila
hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Inilah

yang disebut dengan prinsip dhaman di kalangan ulama.

Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu
masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikanya. Namun, mereka berbeda
pendapat bila harta yang dicuri itu telah tidak ada di tangan pencuri, sementara dia sedang

mejaliani hukuman potong tangan *®
. Sanksi Tindak Pidanan Pencurian

Berdasarkan surat al- Maidah, ayat 38 tersebut diatas, bagi tindak pidana pencurian
yang sudah memenuhi unsur-unsurnya dan ada alat bukti yang kuat, maka hukumannya
adalah potong tangan. Sementara berkenaan dengan anggota badan yang dipotong dan
batas pemotongannya, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik dan Imam Syafi'i

*" Ibn Qayyim, al-Thuruq al-Hukmiyah fiSiyasah al-Syariah, Muuassasah al-Arabiyah, (t.tp: t.th), 8-9.
A, Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, 81



berpendapat bahwa pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan, pada
pencurian kedau yang dipotong adalah kaki kiri, pada pencurian ketiga, yang dipotong
adalah tangan kiri, dan pada pencurian keempat, yang dipotong adalah kaki kanan. Jika
pencuri masih melakukan pencurian kelimanya, maka ia dipenjara hingga bertobat.
Alasannya, didasarkan pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah,

sebagai berikut :

A3 ) kb (53 () &5 ol ) grabld (5 () 25 AL ) ghaBld (g () A ol ) kBB (5w () (3

"Bila seorng pencuri itu mencuri untuk pertama kali, maka potonglah tangannya.
Kemudian, bila ia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya, maka potonglah kakinya.
Kemudian, bila mencuri untuk ketiga kalinya, maka potonglah tangannya,. Kemudian, bila
ia mencuri untuk yang keempat kalinya, maka potonglah kakinya".

Hadits ini diamalkan Abu Bakr dan Umar bin Khathab. Adapun menurut pendapat
’Atha, pencuri yang mencuri pencurian yang pertama dipotong tangannya. Bila mencuri
kedua kalinya, maka diberi hukuman ta'zir. Alasanya karena dalam ayat tidak ada perintah
untuk memotong kaki. Mazhab Zhahiri berepndapat bahwa pada pencurian pertama,
dipotong tangan kanannya. Pada pencurian kedua, dipotong kaki kirinya. Pencurian ketiga,
dipenjara sampai tobat. Alasannya kata aydiyahuma maksudnya adalah tangan kanannya,
sebab ibn Mas'ud membacanya dengan fagtha'u aymanahua. Oleh karena itu, bacaan ini
merupakan tafsiran dari kata aydiyahuma. Selain itu, jika dipotong dua tangan dan dua
kakinya, maka ia tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang bermanfat bagi dirinya dan
orang lain, tidak dapat makan, berjalan, bersuci dan mempertahankan diri. Umar dan

Alipun tidak lebih dari sekedar memotong tangan kanan dan kaki kiri pencuri.*®

Diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Ali, seorang pencuri dihadapkan
kepadanya setelah ia mencuri yang ketiga kaliya (telah dipotong tangan kanan dan kaki
kirinnya). Maka Ali berkata : "Saya malu kepada Allah, bila saya potong tangan kanannya,
maka ia makan dengan apa. Bila dipotong juga kaki kanannya, maka dengan apa ia
berjalan, dengan apa ia berwudhu untuk shalat, dengan apa ia mandi janabat”, demikian
juga sebagaimana diriwayatkan oleh Umar. la hanya menjatuhi hukuman penjara kepada

pencuri pada pencuriannya yang ketiga kalinya.*

* A. Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, 84
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Sementara Abu Hanifah mensyaratkan pelaksanaan pemotongan tangan kanan pada
pencurian pertama itu bila tangan kirinya normal, dan bila tangan kirinya tidak normal
maka tangan kanannya tidak boleh dipotong. Karena hukuman potong tangan bagi pencuri

dimaksudkan untuk memberi pelajaran bukan untuk menghancurkan.™

Salah satu hal yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa kewajiban potong tangan
itu dihapus, jika tangan yang akan dipotong itu telah hilang sesudah pencurian terjadi.

Sanksinya diganti denan ta'zir.

Batas pemotongan, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam
Ahmad, dan Zahiri adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Begitu pula bila yang
dipotong kakinya, maka batas pemotongannya adalah dari pergelangan kaki. Alasannya
adalah batas minimal anggota yang disebut tangan kanan dan kaki adalah telapak tangan
atau kaki dengan jari-jarinya. Selain itu, Rasulullah melakukan pemotongan tangan pada

pergelangan tangan pencuri.

Bila seorang pencuri melakukan beberapa kali dan baru tertangkap, maka ia hanya
dikenai hukuman sekali. Karena pencurian itu merupakan jarimah hudud yang berkaitan
dengan hak Allah. Padanya, sepenuhnya ditetapkan teori al-tadkhul. Demikian juga halnya
dengan kasus-kasus lainya yang berhubungan dengan hak Allah. Sehubungan dengan ini,
dipegang kaidah sebagai berikut : "Semua jarimah yang berkaitan dengan hak Allah,
padanya berlaku teori al-tadakhul sedangkan semua jarimah yang berhubungan dengan

hak manusia, padanya tidak berlaku teori al-tadakhul".>

Imam Syafi'i dan Imam Ahad berpendapat bahwa tangan yang dipotong dari seseorang
pencuri dikalungkan di lehernya untuk beberpa saat. Tujuannya sebagai pengumuman dan

sekaligus pelajaran baginya dan bagi masyarakat.

Adapun orang yang melaksanakn hukuman adalh Ulul Amri, dan atau seseorang atau
kelompok orang yang diberi kewenangan untuk melakukan hal itu. Sanksi percobaan
pencurian adalah ta'zir. Jadi, hukuman potong tangan itu diterapkan, jika pencurian telah

sempurna dan dianggap telah sempurna bila pencuri telah mengeluarkan harta yang

°L A. Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,. 84
52 A. Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, 85
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dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik kepada

pencuri.

Hukuman bagi tindak pidana pencurian yang sudah memenuhi syarat bisa hapus,
dalam kasus ini banyak perbedaan pendapat di kalangan ulam tentang hapusnya hukuman

potong tangan. Makan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman potong tangan adalah :

a. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya.

b. Pencuri menarik kembali pengakuannya, dengan dipelajari lebih lanjut.

c. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang. Pendapat ini khusus
disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i
dan Imam Ahmad bahwa mengembalikan harta yang dicuri itu tidak menyebabkan
hapusnya hukuman pencurian, karena ancaman had itu terwujud ketika terjadinya
pengambilan harta.

d. Ada keterlibatan terhadap harta yang dicuri, misalnya dalam syirkah, menurut pendapat
Imam Abu Hanifah, sedangkan menurut imam lainnya, hal ini tidak menyebabkan
hapusnya hukuman sebagaimana di atas.>

Dari hal pengembalian harta curian sebelum disidangkan dan terbuktinya hak milik
sah bagi pencuri atas harta sebelumnya ada keputusan hakim perlu dipertimbangkan lebih

lanjut, karena ada unsur syubhat, sebagai mana hadits Rasulullah:
() o) 59) bl 35381 1515330
"Hindarkanlah had, bila ada syubhat" (HR al-Baihaqi).

Dengan demikian altenatif hukuman bagi pencuri yang mengembalikan harta benda
yang dicuri sebelum disidangkan dan mengambil harta benda yang mempunyai hak

pemilikan di dalamnya adalah hukuman ta'zir.

Hukuman bagi pencuri sudah dilaksanakan pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan
Umar. Berdasarkan ayat al-Maidah ayat 38 tersebut di atas, maka pada zaman Rasulullah
dan Abu Bakar setiap pelaku pencurian yang mencapai satu nisab pencuri dikenai
hukuman potong tangan. Besarnya nisab barang yang dicuri-menurut keterangan yang
disampaikan Rasulullah adalah—delapan majni. Dalam suatu hadis Nabi riwayat Muslim

A. Djazuli, Figh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, 86



dari Aisyah ditegaskan, “Tidaklah dipotong tangan pencuri yang kurang dari delapan

. ., 55
majni’”.

Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai yang dimaksud dengan delapan
majni itu, namun mereka sepakat tentang adanya batas minimal bagi dilaksanakannya

hukuman potong tangan dalam suatu pencurian.

Pencuri laki-laki pertama yang dikenai hukuman potong tangan pada masa hidup
Rasulullah adalah Khiyar bin ‘Ady bin Naufal bin Abdi Manaf; sedangkan pencuri
perempuan adalah Marrah binti Sufyan bin Abdil Asad dari Bani Mahzum. Pada masa Abu
Bakar pencuri yang dipotong tangannya adalah Asma binti ‘Umais sedangkan pada masa

‘Umar adalah Ibnu Samrah, saudara dari Abdurrahman bin Samrah.>®

Pada suatu hari, kepada ‘Umar dihadapkan seorang pencuri bernama Alamah al-Hatib
bin Abi Baltaah. Pencuri itu mengakui perbuatannya dan ‘Umar pun segera memerintahkan
agar kepadanya dilakukan hukuman potong tangan. Pada waktu itu sedang musim
kelaparan. Ketika hukuman segera dijalankan, tiba-tiba ‘Umar lalu melarangnya sambil
mengatalan bahwa seandainya ia tidak tahu bahwa orang itu melakukan pencurian karena
kelaparan niscaya akan ia potong tangannya.>” Kemudian pencuri itupun segera dibebaskan

dari hukuman potong tangan atas dasar pendapat ‘Umar tersebut.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa as-Sai’idy, dengan mengutip kata-kata ‘Umar
berkata, “Tidaklah potong tangan pencuri karena “idzqi” dan pada waktu itu “ami

sanah”.%®

Atas pertanyaan as-Sai’idy, Imam Ahmad bin Hambal menerangkan bahwa kata idzqi
pada ucapan ‘Umar tersebut artinya adalah nakhlah yaitu sebiji kurma dan ‘ami sanah
artinya maja’ah yakni kelaparan. Jadi, maksud ucapan ‘Umar tersebut ialah: “Tidak

dipotong tangan pencuri yang melakukan perbuatan pencurian terhadap sebiji kurma dan

623.

*® Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz. II, Sulaiman Mar’iy, (Singapura, t.th) 46.
®Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-‘Araba’ah, Juz. |, (Beirur: Dar al-Fikr,, 1972),

*|bnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi’in, Juz 111, (Mesir: ldarah Tilaba’ah Misriyyah, T.th), 7.
81bnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, Juz 11, 8.



pada musim kelaparan™.*® Mulai saat itulah pencuri pada musim kelaparan tidak dikenai

hukuman potong tangan.

Sekarang timbul problem: Apakah ijtzihad ‘Umar itu tidak bertentangan dengan bunyi
ayat al-Qur’an yang telah dikutipkan di atas yang menyatakan, bahwa pencuri laki-laki dan
perempuan dipotong tangannya?. Inilah masalahnya, dan hal ini yang akan dibicarakan

oleh penulis.

Dari uraian di atas, kiranya dapatlah ditangkap, bahwa latar belakang pemikiran
‘Umar dalam hal ini ialah karena pada waktu itu sedang musim kelaparan, sehingga orang
yang melakukan pencurian belum tentu didorong oleh kejahatan jiwanya tetapi mungkin
karena didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidupnya. Atas dasar
itu maka demi kepentingan kemaslahatan kaum muslimin, hukuman potong tangan tersebut

ditiadakan untuk sementara dlam suatu kondisi.

Terhadap pemikiran itu tentu bisa diajukan pertanyaan: Apakah kesukaran itu harus
berarti mengubah hukum Allah? Apakah tidak justru di dalam kesulitan itulah manusia
diuji sejauhmana ia sanggup tetap berpegang kepada hukum Allah atau tidak? Benar, di
dalam kesulitan itu manusia diuji, tetapi di dalam kesulitan itu pula manusia diberi
kelapangan sekedar untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Bangkai hukumnya haram
dimakan dalam keadaan normal, tetapi dikecualikan dalam keadaan terpaksa. Demikian
pula pencurian, pelakunya dikenai hukuman potong tangan bila dalam keadaan normal,
tetapi dikecualikan dalam keadaan terpaksa yang didesak oleh sesuatu kondisi yang sudah

mengkhawatirkan keselamatan nyawa.

Sementara itu ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi tidak memotong
tangan pencuri yang melakukan pencurian di daerah pertempuran dan pada waktu
berlangsungnya pertempuran. Menurut riwayat Abu Daud dari Junadah bin Abi Umayah,

Nabi bersabda: “Tidaklah dipotong tangan (pencuri) dalam (situasi) peperangan”.®°

Hadits ini menerangkan adanya pengecualian daam pelaksanaan hukuman potong

tangan. ‘illat-nya mungkin agar kekuatan Islam tetap utuh dan terpusat dalam menghadapi

1bnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, Juz 111, 8..
%|mam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz. Il, (Mesir : Mustafa el-Baby, el-Halaby,1952), 475.



kaum kafir, atau agar jangan sampai dimanipulir oleh pihak lawan sebagai bahan provokasi

tentang ketidakbaikan Islam.

Menangkap semangat hadis tersebut mungkin ‘Umar berpikir bahwa pada masa
perang Nabi mengecualikan sesuatu hukum guna menjaga kemaslahatan kaum muslimin;
maka sekarang, juga guna menjaga kemaslahatan kaum muslimin, pencuri pada masa

kelaparan dikecualikan pula dari hukum potong tangan tersebut.

ljtihad yang dilakukan oleh ‘Umar, tentang pemberhentian hukuman potong tangan
pada pencuri, ketika musim larang pangan tersebut di atas. Nampaknya dikalangan para
sahabat tidak ada yang menentang. Karena dalam prakteknya, pada masa Rasulullah,
hukuman potong tangan bagi pencuri, juga dilakukan dengan melihat pertimbangan situasi

dan kondisi.

Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya muncul pendapat para fugaha;
pencuri menurut hukum Islam ialah “perbuatan seseorang mengambil harta orang lain

»61  Dalam

secara sembuhnyi-sembuhnyi dari tempat penyimpanannya yang wajar.
pengertian yang sederhana ini terkandung setidak-tidaknya tiga unsur yang membentuk

perbuatan itu sebagai pencurian:

a. Telah mengambil harta milik orang lain,
b. Olehnya ngambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi,
c. Harta yang diambil telah disimpan di tempat penyimpanan sesuai dengan simpanan

(tempat yang sudah wajar).

Secara garis besar, menurut Hukum Islam bahwa pencuriandapat dibagi menjadi dua
macam: pencurian yang dipidana dengan hukuman (had) potong tangan dan pencurian
yang dihukum dengan hukuman ta’zir,®* (hukuman yang diadakan oleh masyarakat
(pemerintah) terhadap suatu kejadian tertentu yang ketentuannya tidak diterangan dalam
al-Qur’an atau Hadis). Hukum fa zir tersebut dilakukan apabila tidak terpenuhi syarat-

syarat pencurian yang mengharuskan adanya hukuman had.

®1Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid. 111, (Beirut: Dar al-Fikr, Beirut, 1983), 414.
82Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid. 111,, 411.



Ada beberapa syarat yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukuman potong

tangan bagi tindak pidana pencurian, diantaranya:

a. Pencurinya sudah mukallaf, yaitu sudah balig (dawasa) dan berakal, yaitu (dalam
keadaan waras)

b. Pencurian itu dilakukan dengan kemauan sendiri (al-ikhtiar), tanpa dipaksa oleh orang
lain

c. Tidak terdapat unsur syubhat (semi milik) dalam harta curian.®®

Pada dasarnya setiap kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd (jama’nya
hudud), yaitu kejahatan-kejahatan yang sudah ditentukan sendiri hukumannya oleh al-
Qur’an, seperti pembunuhan (al-Qur’an, 2: 178-179), perampokan (al-Qur’an, 5: 33),
pencurian (al-Qur’an, 5: 38-39), perzinaan (al-Qur’an, 24: 4), kecuali sudah ditentukan,
juga harus dilaksanakan sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan. Dalam
melaksanakan eksekusi terhadap kejahatan-kejahatan itu dituntut adanya sikap keras, tegas
dan ‘adil oleh para petugas tidak diperkenankan adanya hak-hak istimewa, tidak pandang
bulu, koneksi dan lain sebagainya. Sikap tegas dan keras yang diperintahkan oleh al-
Qur’an selain dalam rangka pelaksanaan sanksi hukum oleh yang berwenang atas yang
berhak menerimanya, menurut DR. Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, ia
mengatakan sikap tegas hanya terdapat di tengah-tengah medan peperangan, ketika
berhadapan dengan musuh, yakni di saat siasat kemiliteran yang tepat mengharuskan sikap
tegas dan keras.*

‘Usamah pernah memberikan pertimbangan kepada Rasulullah terhadap salah
seorang keluarga al-Makhzumiyah, yang terbukti melakukan pencurian, dan berhak
mendapat hukuman potong tangan, Rasulullah berkata kepadanya: “Ya, ‘Usamah!
Janganlah engkau memberi syafa’at terhadap hukuman (hudud) Allah.” Kemudian

Rasulullah berdiri dan melanjutkan pembicaraannya:

39.
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“Sesungguhnya tidak lain sebab kebinasaan orang-orang yang sebelumnya, hanyalah
karena apabila yang mencuri orang terpandang (syarif), mereka membiarkannya,
tetapi bila yang mencuri rakyat kecil (al-da’if) hukuman dilaksanakannya. Demi

(Tuhan) yang diriku di tangan-Nya, jikalau Fathimah binti Muhammad yang mencuri,
niscaya aku akan memotong tangannya.”

Apa yang digariskan Rasulullah itu berlaku terhadap tindakan kejahatan yang benar-
benar terbukti, dan diyakini sebagai tindakan yang semestinya diancam dengan sesuatu
hukuman sesuai. Selama terdapat ketidakpastian, (syubhat) atau tidak terpenuhi syarat-
syarat yang dipertimbangkan yang dapat mewujudkan kemaslahatan, maka hukuman dapat

ditangguhkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah :
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“Rasulullah bersabda: Hindarkanlah (pelaksanaan) hukuman terhadap orag-orang Islam
sesuai dengan kemampuan. Jika ada jalan keluar, maka biarkanlah mereka menempuh

jalan itu. Sesungguhnya Imam (penguasa) yang tersalah memaafkah lebih baik daripada
yang tersalah memberikan hukuman.”

Kketentuan yang tercantum dalam ayat 38 Surah al-Maidah di atas, perlu dipahami
dalam konteksnya yang menyeluruh, bukan saja menyangkut kondisi subyek, pelaku
pencurian, tetapi menyangkut obyek, materi curian. Hukuman potong tangan, sebagaimana
yang difahami oleh DR. Abdoerraoef, S.H., adalah merupakan hukuman maksimal yang
ditetapkan oleh al-Qur’an, maka manusia bias mencari alternative untuk mencapai tujuan

syariah.®’

% Al-Sayyid Sabiqg, Figh al-Sunnah, Jilid. 111, 413; Abu Yusuf, Islam Ekstrem Analisis dan Perpecahan,
Terj. Alwi AM, 153., Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad Muslim dan al-Nasa’i.

% Abi I1sa Muhammad bin Isa, AL-Jami’ al-Sahih Sunan al-Turmuzi, Juz. 1V, (Mesir: Musthafa al-Babi al-
Halabi, t.th.), 33.

% Abdoerraoef, al-Qur'an dan llmu Hukum, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970), 143.



BAB IlI
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, berangkat dari hal konseptual dan abstrak, maka sesuai dengan obyeknya
penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan (library reseach).

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah data historis yang tertulis berkaitan dengan
ijjtihad Umar bin Khottob. Maka dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan
adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya
ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berintraksi dengan mereka berusaha
memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.®® Namun dalam penelitian
ini, berkaitan dengan pengamatan lingkungan, intraksi, pemahaman dan pemaknaan terhadap
sobyek maupun obyek penelitian tadi, semuanya berdasarkan data tertulis dalam buku dan
kitab.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, obyek kajian penelitian ini ialah ijtihad *Umar bin
Khottob tentang masalah pemberhentian hukuman potong tangan bagi pelaku kejahatan
pencurian, yang mana ia menjadi kholifah dari tahun 13 — 23 H).!' Oleh sebab itu,
pendekatan permasalahan dengan pendekatan kualitatif tersebut, dijabarkan dengan

pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui: Pertama, latar

% Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsita, 1988), 5.

"Nama lengkapnya adalah Umar bin al-Khattab bin Nufail dari Bani Adi bin Kaab bin Luai. la dikenal
sebagai seorang cerdik cendikia, pemberani dan pemurah. Afzal Igbal, Diplomacy in Early Islam (Jakarta : Pustaka
Kausar, 2000), 149



belakang eksternal, yaitu keadaan khusus masa yang dialami oleh obyek yang diteliti, baik
aspek sosio politik, kultural maupun keagamaan. Kedua, latar belakang internal, yaitu
biografi, pengaruh-pengaruh (khususnya tradisi intelektual) yang diterima relasi-relasi yang
dominan dan sebagainya. Sekalipun demikian, karena maslaha pokok yang ingin dipecahkan
adalah masalah pemikiran yang berupa hukum Islam , maka pendekatan analisis sosio-historis
semata-mata tentu tidak akan memadahi untuk dipakai sebagai upaya pendekatan
permasakalahan. Untuk itu penulis juga menggunakan pendekatan ushul figh, di mana pokok
pikiran para shahabat *Umar bin Khottob tentang hukum Islam dilihat dari perspektif ushul
figh.

Selain itu, agar masalah hukum Islam yang diijtihadi oleh shabat *Umar bin Khottob
akan lebih jelas kelihatan di antara hukum Islam yang telah ada, peneliti juga menggunakan
pendekatan komparatif, di mana ijtihad shabat *Umar bin Khottob dibandingkan dengan figh
para fugaha’. Sehingga diperoleh spesifikasi hasil ijtihad shabat *Umar bin Khottob di antara
ijtihad yang telah ada.

C. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan baru besifat
sementara bisa berubah ketika di kembangkan dalam pelacakan berbagai literatur, bersifat
holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Di samping itu peneliti juga akan memahami
secara mendalam situasi sosial pada saat itu yang tertulis, menemukan pola, hipotesis, dan
teori yang berkaitan dengan obyek dan subyek penelitian yang diteliti.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, namun setah
fokus penelitian menajadi jelas akan di kembangkan instrumen penelitian sederhana, untuk
menjaring data tertulis dari sumber penelitian lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi

data dari hasil kajian dari berbagai dokomen, buku dan kitab yang ada.
E. Sumberdata dan Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyeknya penelitian ini, ialah penelitian kepustakaan (library reseach).
Maka data-data yang akan dihimpun di dalam penelitian ini secara rinci sebagai berikut:



a. Data tentang gambaran umum ruang lingkup ijtihad dan ruang lingkup tindak pidana
pencurian dalam Islam.

b. Data tentang masalah ijtihad shabat *Umar bin Khottob..

c. Data tentang metode ijtihad shabat *Umar bin Khottob.

Dalam hal ini, penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut cara ijtihad hukum
Islam shabat *Umar bin Khottob, yang terdiri atas data tentang kerangka dasar ijtihad hukum
Islam dan metodenya. Sumber data yang digunakan, pada dasarnya, adalah tulisan-tulisan
yang mengkaji tentang pemikiran shabat Umar bin Khottob, terutama yang menyangkut

obyek di atas.

Di samping itu, karena kajian tentang Ijtihad hukum Islam shabat *Umar bin Khottob
tersebut, tidak terlepas dari kajian ushul figh pada umumnya, maka untuk itu, peneliti juga
menggunakan sumber-sumber lain yang terdekat sebagai penunjang sumber tersebut di atas.
Semua tadi dilakukan dengan teknik pengumpulan data kajian atau telah dokomentasi tertulis
dalam buku dan kitab yang memuat tentang pemikiran shabat *Umar bin Khottob berkaiatn

dengan pemberhentian hukuman potong tangan bagi tindak kejahatan pencurian.
. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini, hasil pemikiran shabat 'Umar bin Khottob diungkapkan dengan
mengunakan analisis data kualitatif, yang bertumpu pada metode diskriptif historis dan
analitis kritis. Deskriptif diperlukan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu
fakta historis yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar. Sedangkan analisis Kritis
dimaksudkan agar penelitian ini selalu memperhatikan isi-isi mana analisis itu dikembangkan

secara berimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan obyek.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum mengkaji secara mendalam
dari berbagai literatur, selama mengkaji berbagai bukau dan kitab yang berkaitan dengan

penelitian dan setelah selesai kajian.
1. Analisis yang dilakukan peneliti sebelum mengkaji literatur secara mendalam

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang
digunakan oleh peneliti untuk menentukan fokus penelitian. Tetapi fokus penelitian ini



masih bersifat sementara, dan dikembangkan oleh peneliti selama mengkaji berbagai buku
atau kitab yang relevan.
2. Analisis yang dilakukan penulis selama mengkaji berbagai buku dan kitab yang
berkaitan dengan penelitian
Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat
mengkaji dokomentasi, penulis sudah melakukan anlisis terhadap data yang tertulis. Bila
data yang tertulis setelah dianalisis terasa belum memuaskan, penulis melanjutkan
pencarian buku dan kitab lain yang sesuai, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang
dianggap kredibel.

Dengan teknik sebagai berikut: Pertama, seleksi berbagai buku dan kitab sebagai
sumbaer data yang akan diperbandingkan dan sekaligus menjadi sumber data. Kedua, data-
data yang diperoleh melalui telaah dokomentasi maupun penelusuran data sekunder disajikan
dalam teks yang bersifat naratif. Kemudian diklasifikasikan dan dicari persamaan dan
perbedaannya untuk melahirkan kategori-kategori. Ketiga, kategori-kategori tersebut
kemudian dicari ciri-ciri pokoknya untuk mengetahui sifat-sifat yang ada padanya. Keempat,
kategori-kategori tersebut kemudian dihubungkan satu sama lain untuk melahirkan hipotesis-
hipotesis. Kelima, hipotesis-hipotesis ini kemudian dihubungkan satu sama lain sehingga
melahirkan jalur-jalur kecenderungan lebih umum yang akan melahirkan teori sebagai inti

dari penelitian ini, yaitu mencari hasil ijtihad yang hasilkan oleh shabat *Umar bin Khottob.

Adapun teknik identifikasi dan kategorisasi hasil telaah dokomen sebagaimana rumusan
masalah yang diteliti, maka langkah yang dilakukan dengan cara pengkodean data dari
masing-masing kategori. Langkah-langkah tersebut pada hakekatnya tidak muncul satu demi
satu pada saat berbeda, melainkan secara serempak. Dari kelima langkah tadi, tiga langkah
pertama terlihat lebih merupakan aspek deskriptif analitik. Perlu ditegaskan bahwa penelitian
ini, jenis data yang harus dicari ditentukan dibelakang meja ketika rencana penelitian disusun

dengan menelaah berbagai buku dan kitab sebagai rujukan.
G. Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data penelitian inin dilakukan peneliti dengan cara, yaitu sebagai
berikut :



1. Perpanjangan pengkajian data tertulis

Penelitian ini diperpanjang dalam kajian buku dan kitab berkali kali sampai tiga kali,
karena pada penemuan data periode pertama dan kedua dirasa belum memadai semua
rumusan masalah dan belum kredibel akhirnya dilakukan periode ketiga untuk menentukan
sumber data tertulis lain yang pasti tidak ragu-ragu untuk mencari data yang konsisten

yang tidak berubah-ubah.
2. Meningkatkan ketekunan

Dengan langkah melakukan kajian secara lebih cermat dan berkesinambungan, yaitu
membaca seluruh catatan hasil penelitian untuk menemukan kesalahan dan kekurangan
data sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang
apa yang dikaji oleh peneliti.

3. Diskusi Teman Sejawat

Dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada teman yang ahli

dibidang penelitian, maka akan mendapat pertanyaan baru dan saran, jika pertanyaan

belum bisa terjawab maka penulis kembali ke pustakaan mencari jawaban dalam buku dan

kitab-kitab. Dengan demikian data semakin lengkap.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah‘Umar bin Khattab.

‘Umar bin Khattab menjadi kholifah mulai tahun 13 H sampai tahun 23 H)."
‘Umar, berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar, ia mendapat kepercayaan sebagai
khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka,
tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak
menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Selama lima belas hari dia tidak pergi
ke masjid, dan meminta kepada ‘Umar agar mewakilinya menjadi imam salat. Makin hari
sakit Abu Bakar makin parah dan timbul perasaan padanya bahwa ajalnya sudah dekat.
Sementara itu kenangan tentang pertentangan di balai pertemuan Sagifah Bani Saidah
masih segar dalam ingatannya. Dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan
ajal segera datang, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih
hebat daripada ketika Nabi wafat dahulu. Bagi Abu Bakar orang yang paling tepat
menggantikannya tidak lain adalah ‘Umar bin Khattab. Maka dia mulai mengadakan
konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengoknya di rumah.
Di antara mereka adalah Abd al-Balman bin Auf dan ‘Usman bin Affan dari kelompok
Muhajirin, serta Asid bin Khudair dari kelompok Ansar. Pada dasarnya semua mendukung

maksud Abu Bakar, meskipun ada beberapa di antaranya catatan. Abd al-Rahman

"Nama lengkapnya adalah Umar bin al-Khattab bin Nufail dari Bani Adi bin Kaab bin Luai. la dikenal
sebagai seorang cerdik cendikia, pemberani dan pemurah. Afzal Igbal, Diplomacy in Early Islam (Jakarta : Pustaka
Kausar, 2000), 149



misalnya, mengingatkan akan sifat “keras” ‘Umar. Peringatan itu dijawab oleh Abu Bakar
bahwa ‘Umar yang bersikap keras selama ini karena melihat sifat Abu Bakar yang
biasanya lunak, dan kelak kalau ‘Umar sudah memimpin sendiri dia akan berubah menjadi
lebih lunak. Suatu hal yang cukup menarik ialah seusai berkonsultasi dengan Abd al-
Rahman bin Auf dan ‘Usman bin ‘Affan, Abu Bakar berpesan kepada mereka berdua agar
tidak menceritakan isi pembicaraan itu kepada orang lain.*?

Abu Bakar memanggil ‘Usman bin Affan, lalu mendiktekan pesannya. Baru saja
setengah dari pesan itu didiktekan, tiba-tiba Abu Bakar jatuh pingsan, tetapi ‘Usman terus
saja menuliskannya. Ketika Abu Bakar sadar kembali, dia meminta kepada ‘Usman supaya
membacakan apa yang telah dia tuliskan. ‘Usman membacanya, yang pada pokoknya
manyatakan bahwa Abu Bakar telah menunjuk ‘Umar bin Khattab supaya menjadi
penggantinya (sepeninggal dia nanti). Seusai dibacakan pesan yang sebagian ditulis oleh
‘Usman sendiri itu Abu Bakar kemudian bertakbir tanda puas dan beretrimakasih kepada
‘Usman. Abu Bakar menyatakan pula, bahwa tampaknya ‘Usman juga ikut gusar terhadap
kemungkinan perpecahan umat kalau pesan itu tidak diselesaikan.*?

Sesuai dengan pesan tertulis tersebut, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab
dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam satu bai’at umum dan terbuka di Masjid
Nabawi.

. Kebijakan ‘Umar bin Khottob

Kebijakan Abu Bakar itu, juga diteruskan oleh ‘Umar bin Khattab begitu dibai’at
atau dilantik menjadi khalifah, langsung menyampaikan pidato, penerimaan jabatannya
dilaksanakan di Masjid Nabawi di hadapan kaum muslimin. la menyampaikan pidatonya
sebagai berikut: “Aku telah dipilih jadi khalifah. Kerendahan hati Abu Bakar selaras
dengan jiwanya yang terbaik di antara kamu dan lebih kuat terhadap kamu dan juga lebih
mampu untuk memikul urusan kamu yang penting-penting. Aku diangkat dalam jabatan ini
tidaklah sama dengan beliau. Andaikata aku tahu bahwa ada orang yang lebih kuat dari

padaku untuk memikul jabatan ini, maka aku lebih suka memberikan leherku untuk

2 Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara,( Jakarta, Ul Press, 1993),24.

3 Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara,24



dipotong dari pada aku memikul jabatan yang berat ini.”® “Sesungguhnya Allah menguji
kamu denganku dan mengujku dengan kamu dan membiarkan aku memimpin kamu
sesudah sahabatku(Abu Bakar). Maka demi Allah, bila ada sesuatu urusan dari urusan
kamu dihadapkan kepadaku maka janganlah urusan itu diurus oleh seseorang selainku;
dan janganlah seseorang yang menjauhkan diri dariku, sehingga aku tidak dapat memilih
orang yang benar dan memegang amanah. Jika mereka berbuat baik tentu aku akan berbuat
baik kepada mereka dan jika mereka berbuat jahat, maka tentu aku akan menghukum
mereka.”™

Pidato ‘Umar tersebut, menggambarkan pandangannya bahwa jabatan khalifah
adalah tugas yang sangat berat merupakan amanah dan ujian yang harus diembannya.
Antara pemimpin dan rakyat harus terjalin hubungan timbal baik yang seimbang dalam
melaksanakan tanggung jawab tersebut. Setiap urusan harus diurus dan diselesaikan oleh
khalifah dengan baik. Khalifah mengangkat pembantunya harus memilih orang-orang yang
benar dan bisa memegang amanah. Hukum harus ditegakkan terhadap setiap pelaku
tindak kejahatan tidak boleh pilih kasih satu sama lain.

Kebijakan ‘Umar dalam memerintah, tercermin dalam pandangannya yang berkaitan
dengan seluk-beluk negara, orang yang berhak jadi pemimpin, tanggung jawab kepala
negara dan pelayanan kepada rakyat, hakikat tugas para pejabat negara dan persamaan di
depan hukum, tergambar pula dalam ucapan-ucapan dan pidato-pidatonya kepada rakyat
dan nasehatnya kepada pejabat, di bawah ini ada beberapa poin yang disampaikan:

a. Berkaitan dengan orang yang berhak menadi kepala negara:
“Hai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah menjadi pemimpin kamu. Dan sekiranya
bukan karena harapan kamu supaya aku menjadi orang terbaik bagimu dan yang
terkuat di antaramu dan lebih mampu mengurus urusanmu, tentulah aku tidak akan
diangkat menjadi pemimpin.”™* Artinya, hal ini, menggambarkan bahwa seseorang
dapat diangkat menjadi kepala negara apabila ia mempunyai kemampuan lebih dari
orang kebanyakan untuk berbuat baik, dapat bertindak tegas dan punya kemampuan

untuk memikul tanggung jawab yang diamanakan kepadanya. Karena baiknya urusan
bangsa dan negara, menurut ‘Umar, hal ini terletak pada tiga pokokl: “I)Berusaha

®Tim Penyusun Tex Book Sejarah dan Kebudayaan Islam, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta:
Departemen Agama, 1981/1982), 54.

®Abbas Mahmoud al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, terj. Prof. H. Bustani A. Gani
dan Drs. Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978),152.

"Abd al-Wahid al-Najjar, al-Khulafa’ al-Rasyidin, (Libanon: Dar-al-Kotob al-limiyah- Beirut, 1990), 219.



semaksimal mungkin untuk menunaikan amanah, 2) selalu bertindak tegas dan
3)menghukum pelaku kejahatan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah”. 2

b.Berkaitan dengan masalah tanggung jawab kepala negara atas kesalahan yang
dilakukan para pejabat yang diangaktnya:

“Wahai kaum muslimin mejabat itu merupakan ujian bagi pemimpin dan ujian bagi
yang dipimpin, dan bahwa memerintah itu tidaklah layak kecuali dengan ktegasan
tanpa sewenang-wenang dan dengan kelembutan tanpa kelemahan. Dan sesungguhnya
khalifah itu harus bertangung jawab kepada pejabat yang diangkatnya meskipun dia
telah memilih mereka dengan sebaik-baiknya”.”® Dalam suatu dialog ‘Umar pernah
bertanya: ;”Bagaimana pendapatmu, apabila saya mengangkat seorang menjadi
pemimpinmu, orang terbaik menurut pendapat saya lalu saya menyuruhnya berlaku
adil, apakah dengan demikian saya telah menunaikan kewajiban saya?” Mereka
menjawab: “Sudah”. Umar menolak dengan perkataan: “Belum, sehingga saya melihat
kerjanyﬁ} duhu, apakah dia bekerja dengan baik apa yang saya perintahkan atau
tidak.”

c. Berkaitan dengan permasalahan pelayanan kepada rakyat:

“Wahai para pejabat bukalah pintu rumahmu bagi rakyat dan selesaikanlah sendiri
urusan mereka jangan perintah pada orang lain kalau itu tanggung jawbmu, engkau
hanya salah seorang dari mereka, hanya Allah menjadikan beban engkau lebih berat
dari beban mereka”, dan “Bandingkanlah kedudukanmu di sisi Allah dengan
kedudukan di tengah-tengah manusia.””™ dalam kaitan ini ‘Umar berseru kepada
rakyat: “Wahai manusia, demi Allah sesungguhnya aku tidak mengirim para gubernur
kepada kamu untuk memukul kamu dan mengambil harta kamu semua, akan tetapi aku
mengirim mereka kepada kamu semua agar mereka mengerjakan agama kamu kepada
kamu semua, memutuskan urusan di antara kamu dengan benar dan menetapkan hukum
dengan adil. Barangsiapa yang berbuat di luar ketentuan itu, maka laporkanlah dia
kepadaku. 76

d. Berkaitan dengan permasalahan kebebasan berpendapat bagi rakyat:

“Wahai manusia, bila aku berlaku baik maka bantulah aku dan jika aku berlaku salah
maka luruskanlah aku”. Salah seorang di antara yang hadir berkata kepadanya:
“Seandainya kami melihat penyelewengan padamu niscaya kami akan meluruskannya
dengan pedang kami, bagai mana?”. ‘Umar berkata, kalu ada di antara rakyat yang
berani meluruskan atasannya, maka ia terpuji. Sebab, menurut ‘Umar, tidak ada
kebaikan di kalangan rakyat jika mereka tidak berani mengkritik atasannya, dan tidak

?Abbas Mahmoud Al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, 152.
"Abbas Mahmoud Al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, 152.
"Abbas Mahmoud Al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, 152.
Abbas Mahmoud Al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, 156.
®Abd al-Wahid al-Najjar, al-Khulafa’ al-Rasyidin, 212.



ada pula kebaikan pada diri pejabat jika ia tidak mau menerima kritikan rakyat.””
Karena “hak pejabat atas rakyat ialah taat dalam perkara yang diperintahkan oleh
Allah; dan hak rakyat atas pejabat ialah memberi nasehat meskipun mereka

menyakitinya dalam hal nasihat itu » 78

e. Berkaitan dengan permasalahna Qadi dalam memutuskan perkara:

“Wahai para Qadi jika dihadapkan kepada engkau suatu perkara yang ada hukumnya
dalam Kitabullah (al-Qur'an), maka putuskanlah menurut hukum itu dan jangan sekali-
kali orang-orang dapat mengalihkan engkau daripadanya. Maka jika tidak terdapat
hukumnya dalam Kitabullah, maka perhatikanlah sunnah Nabi. Namun, jika tidak
terdapat hukumnya dalam Kitabullah dan tidak pula dalam Sunnah Rasulullah dan
dalam perkara itu tidak ada pendapat seseorang sebelum engkau, maka pilihlah satu
dari dua hal yang engkau kehendaki: jika engkau ingin berijtihad maka putuskanlah
berdasarkan ijtihadmu, maka jika ingin menangguhkannya maka tangguhkanlah; dan
aku berpendapat penangguhan lebih baik bagimu dari pada tergesa-gesa
memutuskannya.”

Selanjutnya ‘Umar berpesan:: “Samakanlah kedudukan manusia dalam majelismu dan
perlakuanmu, sehingga orang yang kuat tidak dapat mengharapkan penyimpangan dari
keadilan dan orang lemah tidak putus asa terhadap keadilan. Bukti (saksi) harus
dikemukakan oleh pengadu dan sumpah oleh orang yang inkar.Melakukan tindakan
untuk mendamaikan antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Keputusan yang telah kau
ambil kemarin kemudian engkau menyadari keputusan itu salah, maka janganlah kamu
enggan meralatnya dan terpengaruh oleh orang yang menghalangimu untuk
membatalkannya. Kebenaran itu adalah keadilan abadi, kembali kepada kebenaran
adalah lebih baik daripada tetap dalam kebatilan (kesalahan). Ketika engkau ragu-
ragu dalam memutuskan perkara, maka pahamilah sekali lagi perkara yang tidak ada
hukumnya dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan perbandingkalah hal-hal yang
sama dan serupa, kemudian kiaskanlah persoalan-persoalan ketika itu dan pilihlah
yang paling disukai oleh Allah dan lebih mendekati kebenaran menurut pendapatmu.
Berikanlah kepada si penggugat haknya untuk membuktikan kebenarannya dalam
waktu tertentu, dan jika dia dapat mendatangkan saksi, maka serahkanlah haknya
kepadanya; dan jika tidak maka engkau harus menghadapkannya kepada pengadilan,
karena dengan demikian dapat dihilangkan keragu-raguan, lebih memperjelas
kesamaran dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan saksi semua
kaum muslimin dianggap adil (dapat diterima kesaksiannya) sebagian mereka, atas
sebagian hukuman had atau pernah memberikan kesaksian palsu atau diragukan
karena ada hubungan wala’ (hubungan kemerdekaan) atau hubungan kerabat dengan

""Abd al-Wahid al-Najjar, al-Khulafa’ al-Rasyidin, 225
"®Abbas Mahmoud Al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, 156.

Abbas Mahmoud Al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattob, 163-164.



yang berperkara. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang rahasia maka Allah
melarangmu menghukum keputusan dengan syubhat (belum jelas) ~.%°

f. Berkaitan dengan lembaga peradilan:
“Pesan yang di sampaikan secara umum: *“ Wahai manusia biasakanlah lima perkara,
niscaya agama selamat dan kamu mendapatkan di dalamnya keuntungan yang sebaik-
baiknya: 1)Apabila datang kepadamu dua orang yang berperkara maka engkau harus
memutuskannya berdasarkan kesaksian yang adil atau sumpah; 2)dekatilah orang-
orang kecil yang lemah sehingga hatinya berani dan bicaranya bisa lancar;
3)peliharalah hak orang-orang perantauan, jika kamu tidak memeliharanya maka dia
akan membiarkan haknya hilang dan pulang kenegerinya dengan penuh penyesalan,
dan yang menyia-nyiakan haknya adalah orang yang tidak merasa kasihan kepadanya;

4)binalah kerukunan di antara manusia pada setiap waktu; dan 5)damaikanlah antara

mereka yang berselisih bila tidak cukup bukti untuk menetapkan sesuatu keputusan

yang ada » 8l

3. Hubungannya Dengan Rakyat
Sedangkan pesan ‘Umar terhadap rakyatnya, dalam pidatonya sebagai berikut: “Wahai
manusia, sesungguhnya tidak ada suatu hak bagi siapa pun untuk ditaati dalam suatu
perbuatan maksiat. Kamu sekalian memiliki beberapa hak atas diriku yang kan kujalani
dan akan kupegang teguh. Aku berjanji tidak akan memungut suatu pajak atas hasil karunia
yang kamu peroleh dari Allah kecuali dengan jalan yang sebenarnya, dan kamu sekalian
berhak mencegah aku mengeluarkan sesuatu yang telah berada di tanganku kecuali dengan

haknya.”®?

Pada suatu hari, ‘Umar telah mencanangkan suatu program di hadapan orang banyak:
“Demi Allah, aku tidak mengutus kepada kamu sekalian pejabat-pejabat yang akan
menyakiti kamu dan menyita hartamu, tetapi aku mengutus mereka kepadamu untuk
mengajarimu agama dan sunnah Nabimu. Maka barangsiapa berbuat sesuatu selain itu,
hendaknya ia diadukan kepadaku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku akan
menuntut balas darinya.” Maka berkatalah Amr bin As, wali Mesir: “Sekiranya seseorang
di antara pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ditugaskan atas kelompok rakyatnya
menghukum sebagian rakyatnya itu, adakah Anda akan menuntut balas darinya?” ‘Umar

berkata: “Ya, demi Allah yang jiwa ‘Umar di tangan-Nya, aku pasti akan membalasnya,

8 Abbas Mahmoud Al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab,164-165; Al-Najjar, 207-208.
8 Abbas Mahmoud Al-Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, 156.
8Abu Yusuf, Al-Kharaj As-Salafiyah, (Mesir : t.tp, 1348 H), 117.



sedangkan aku telah menyaksikan Rasulullah SAW. memberi kesempatan seorang

sahabatnya untuk membalas perbuatan beliau sendiri.”®

Dan pada suatu peristiwa yang lain ‘Umar menulis kaeda yang menyangkut para
pejabat dan para wali-negerinya agar mereka datang menghadap di musim haji. Maka
mereka pun berkumpul untuk menghadap kepadanyanya, lalu ‘Umar berdiri di hadapan
masa rakyat dan berpidato: “Saudara-saudara, aku telah mengutus pejabat-pejabatku ini
kepada kamu sebagai wali-wali yang harus memutuskan dengan kebenaran atas kamu
sekalian. Aku tidak mengangkat mereka untuk melakukan pelanggaran atas
kehormatanmu, darahmu atau hartamu. Maka barangsiapa ingin mengadukan perbuatan
aniaya dari mereka atas salah seorang di antara kamu, hendaknya ia berdiri.” Maka tidak
ada seorang pun di antara para hadirin yang bangkit kecuali seorang laki-laki yang berkata:
“Hai Amirul Mukminin, pejabatmu telah memukul aku seratus kali dera.” ‘Umar berkata:
“Anda ingin membalasnya dengan seratus kali dera? Silahkan, balaslah perlakuannya itu
kepadanya.” Maka Amr bin “As berkata kepada ‘Umar: “Hai Amirul Mukminin, jika Anda
membuka pintu ini atas para pejabatmu, hal ini akan sangat menyulitkan mereka dan ini
akan menjadi suatu kebiasaan yang akan diikuti oleh orang-orang setelah Anda”. ‘Umar
berkata: “apakah aku tidak boleh memberikan kesempatan untuk menuntut dari dirimu,
sedangkan aku telah melihat Rasulullah SAW. membiarkan dirinya menerima pembalasan
dari orang lain. Berdirilah sekarang dan biarlah ia menuntut balas darimu.” Amr kemudian
berkata: “Kalau begitu berilah kami kesempatan untuk menyenangkan hatinya.” ‘Umar
berkata: “Terserah!” Orang-orang pun berusaha untuk mengambil hati orang tersebut dan
akhirnya mereka membayarkannya duaratus dinar dengan perhitungan setiap satu kali dera

dengan dua dinar.®

Dari pandangan-pandanagn ‘Umar di atas dapat disimpulkan, ia telah menampilkan
sosok dirinya sebagai pemimpin yang sangat menguasai urusan kenegaraan dan sebagai
seorang negarawan yang patut diteladani. la telah menggariskan permasalahan

pemerintahan: 1) persyaratan bagi calon kepala negara; 2) menetapkan dasar-dasar

8Abu Yusuf, Al-Kharaj As-Salafiyah, 115; Abu Daud hadis no. 55; Ibnu Asir, al-Kamil al-Muniriyah,
Jilid 111, t.p., (Mesir: t.tp, 1356 H), 30; At- Tabari, Tarikh al-Ummam wa al-Muluk, Jilid I11,(Mesir : Dal al-Fikr,
1987),273.

¥Abu Yusuf, Al-Kharaj As-Salafiyah, 116.



pengelolaan negara; 3) mendorong para pejabat negara agar benar-benar memperhatikan
kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-haknya karena mereka adalah pengabdi rakyat
dan bagian dari rakyat itu sendiri; 4) jabatan yang dipegang seseorag adalah amanah yang
harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan rakyat; 5) mendidik rakyat supaya berani
memberi nasehat dan kritik kepada pemerintah. Pemerintah juga harus berani menerima
kritik dari siapapun sekalipun menyakitkan, karena pemerintah lahir dari rakyat dan untuk

rakyat; dan 6) khalifah ‘Umar telah meletakkan dasar-dasar pengadilan dalam Islam.®

B. Diskripsi Data

1.Data Tentang Ijtihad ‘Umar bin Khattab Dalam pemberhentian Hukuman Potong

Tangan Bagi Pelaku Kejahatan Pencurian.

Allah menjelaskan dalam al-Qur’an bahwa hukuman (pidana) tindakan pencurian
adalah potong tangan. hukuman ini tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 38 yang

berbunyi:
(YA o2l s e a5 A Cpe VISHLS Loy o) Lagasl | sadald 43 5Ll 5 (5l

“Laki-laki yangmencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Maidah/5: 38)°

Atas dasar ayat inilah, maka pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar setiap pelaku
pencurian yang mencapai satu nisab pencuri dikenai hukuman potong tangan. Besarnya
nisab barang yang dicuri-menurut keterangan yang disampaikan Rasulullah adalah—
delapan majni. Dalam suatu hadis Nabi riwayat Muslim dari Aisyah ditegaskan, “Tidaklah
dipotong tangan pencuri yang kurang dari delapan majni”.%’
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Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai yang dimaksud dengan delapan
majni itu, namun mereka sepakat tentang adanya batas minimal bagi dilaksanakannya

hukuman potong tangan dalam suatu pencurian.

Pencuri laki-laki pertama yang dikenai hukuman potong tangan pada masa hidup
Rasulullah adalah Khiyar bin ‘Ady bin Naufal bin Abdi Manaf;, sedangkan pencuri
perempuan adalah Marrah binti Sufyan bin Abdil Asad dari Bani Mahzum. Pada masa Abu
Bakar pencuri yang dipotong tangannya adalah Asma binti ‘Umais sedangkan pada masa

‘Umar adalah Ibnu Samrah, saudara dari Abdurrahman bin Samrah.®

Pada suatu hari, kepada ‘Umar dihadapkan seorang pencuri bernama Alamah al-
Hatib bin Abi Baltaah. Pencuri itu mengakui perbuatannya dan ‘Umar pun segera
memerintahkan agar kepadanya dilakukan hukuman potong tangan. Pada waktu itu sedang
musim kelaparan. Ketika hukuman segera dijalankan, tiba-tiba ‘Umar lalu melarangnya
sambil mengatalan bahwa seandainya ia tidak tahu bahwa orang itu melakukan pencurian
karena kelaparan niscaya akan ia potong tangannya.®® Kemudian pencuri itupun segera

dibebaskan dari hukuman potong tangan atas dasar pendapat ‘Umar tersebut.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa as-Sai’idy, dengan mengutip kata-kata ‘Umar
berkata, “Tidaklah potong tangan pencuri karena “idzqi” dan pada waktu itu ‘ami

2 90
sanah’”.

Atas pertanyaan as-Sai’idy, Imam Ahmad bin Hambal menerangkan bahwa kata
idzgi pada ucapan ‘Umar tersebut artinya adalah nakhlah yaitu sebiji kurma dan ‘ami
sanah artinya maja’ah yakni kelaparan. Jadi, maksud ucapan ‘Umar tersebut ialah: “Tidak
dipotong tangan pencuri yang melakukan perbuatan pencurian terhadap sebiji kurma dan
pada musim kelaparan™.®* Mulai saat itulah pencuri pada musim kelaparan tidak dikenai

hukuman potong tangan.

623.

®Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al- ‘Araba’ah, Juz. |, (Beirut :Dar al-Fikr,1972),
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Sekarang timbul problem: Apakah ijtihad ‘Umar itu tidak bertentangan dengan bunyi
ayat al-Qur’an yang telah dikutipkan di atas yang menyatakan, bahwa pencuri laki-laki dan
perempuan dipotong tangannya?. Inilah masalahnya, dan hal ini yang dibicarakan oleh
peneliti.

2.Data Tentang Metode yang Digunakan Dalam Ijtihad Umar bin Khattab Dalam
Pmberhentian Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Kejahatan Pencurian.

Dari uraian di atas, kiranya dapatlah ditangkap, bahwa latar belakang pemikiran ‘Umar
dalam hal ini ialah karena pada waktu itu sedang musim kelaparan, sehingga orang yang
melakukan pencurian belum tentu didorong oleh kejahatan jiwanya tetapi mungkin karena
didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mempertahankan hidupnya. Atas dasar itu maka
demi kepentingan kemaslahatan kaum muslimin, hukuman potong tangan tersebut

ditiadakan untuk sementara dlam suatu kondisi.

Terhadap pemikiran itu tentu bisa diajukan pertanyaan: Apakah kesukaran itu
harus berarti mengubah hukum Allah? Apakah tidak justru di dalam kesulitan itulah
manusia diuji sejauhmana ia sanggup tetap berpegang kepada hukum Allah atau tidak?
Benar, di dalam kesulitan itu manusia diuji, tetapi di dalam kesulitan itu pula manusia
diberi kelapangan sekedar untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Bangkai
hukumnya haram dimakan dalam keadaan normal, tetapi dikecualikan dalam keadaan
terpaksa. Demikian pula pencurian, pelakunya dikenai hukuman potong tangan bila
dalam keadaan normal, tetapi dikecualikan dalam keadaan terpaksa yang didesak oleh

sesuatu kondisi yang sudah mengkhawatirkan keselamatan nyawa.

Sementara itu ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi tidak memotong
tangan pencuri yang melakukan pencurian di daerah pertempuran dan pada waktu
berlangsungnya pertempuran. Menurut riwayat Abu Daud dari Junadah bin Abi
Umayah, Nabi bersabda: “Tidaklah dipotong tangan (pencuri) dalam (situasi)

peperangan”.®?

Hadis ini menerangkan adanya pengecualian daam pelaksanaan hukuman potong

tangan. ‘illat-nya mungkin agar kekuatan Islam tetap utuh dan terpusat dalam

2|mam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Juz. Il, (Mesir : Mustafa el-Baby, el-Halaby, 1952, 475.



menghadapi kaum Kkafir, atau agar jangan sampai dimanipulir oleh pihak lawan sebagai

bahan provokasi tentang ketidakbaikan Islam.

Menangkap semangat hadis tersebut mungkin ‘Umar berpikir bahwa pada masa
perang Nabi mengecualikan sesuatu hukum guna menjaga kemaslahatan kaum
muslimin; maka sekarang, juga guna menjaga kemaslahatan kaum muslimin, pencuri

pada masa kelaparan dikecualikan pula dari hukum potong tangan tersebut.

C. Pembahasan

1. Analisis Data Tentang Ijtihad ‘Umar bin Khattab Dalam Pemberhentian Hukuman
Potong Tangan Bagi Pelaku Kejahatan Pencurian.

Ijtihad yang dilakukan oleh ‘Umar, tentang pemberhentian hukuman potong tangan
pada pencuri, ketika musim larang pangan tersebut di atas. Nampaknya dikalangan para
sahabat tidak ada yang menentang. Karena dalam prakteknya, pada masa Rasulullah,
hukuman potong tangan bagi pencuri, juga dilakukan dengan melihat pertimbangan situasi

dan kondisi.

Dalam perkembangan hukum Islam selanjutnya muncul pendapat para fugaha; pencuri
menurut hukum Islam ialah “perbuatan seseorang mengambil harta orang lain secara
sembuhnyi-sembuhnyi dari tempat penyimpanannya yang wajar.”*® Dalam pengertian yang
sederhana ini terkandung setidak-tidaknya tiga unsur yang membentuk perbuatan itu

sebagai pencurian:

a) Telah mengambil harta milik orang lain,
b) Olehnya ngambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi,
c) Harta yang diambil telah disimpan di tempat penyimpanan sesuai dengan simpanan

(tempat yang sudah wajar).

Secara garis besar, menurut Hukum Islam bahwa pencuriandapat dibagi menjadi dua
macam: pencurian yang dipidana dengan hukuman (had) potong tangan dan pencurian
yang dihukum dengan hukuman ta’zir,* (hukuman yang diadakan oleh masyarakat

(pemerintah) terhadap suatu kejadian tertentu yang ketentuannya tidak diterangan dalam

%Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid. 111, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 414.
%Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, 414.



al-Qur’an atau Hadis). Hukum fa zir tersebut dilakukan apabila tidak terpenuhi syarat-

syarat pencurian yang mengharuskan adanya hukuman had.

Ada beberapa syarat yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukuman potong
tangan bagi tindak pidana pencurian, diantaranya:

a) Pencurinya sudah mukallaf, yaitu sudah balig (dawasa) dan berakal, yaitu (dalam
keadaan waras)
b) Pencurian itu dilakukan dengan kemauan sendiri (al-ikhtiar), tanpa dipaksa oleh orang
lain
c) Tidak terdapat unsur syubhat (semi milik) dalam harta curian.*®
Pada dasarnya setiap kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd (jama’'nya
hudud), yaitu kejahatan-kejahatan yang sudah ditentukan sendiri hukumannya oleh al-
Qur’an, seperti pembunuhan (al-Qur’an, 2: 178-179), perampokan (al-Qur’an, 5: 33),
pencurian (al-Qur’an, 5: 38-39), perzinaan (al-Qur’an, 24: 4), kecuali sudah ditentukan,
juga harus dilaksanakan sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan. Dalam
melaksanakan eksekusi terhadap kejahatan-kejahatan itu dituntut adanya sikap keras, tegas
dan ‘adil oleh para petugas tidak diperkenankan adanya hak-hak istimewa, tidak pandang
bulu, koneksi dan lain sebagainya. Sikap tegas dan keras yang diperintahkan oleh al-
Qur’an selain dalam rangka pelaksanaan sanksi hukum oleh yang berwenang atas yang
berhak menerimanya, menurut DR. Yusuf Qardawi yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, ia
mengatakan sikap tegas hanya terdapat di tengah-tengah medan peperangan, ketika
berhadapan dengan musuh, yakni di saat siasat kemiliteran yang tepat mengharuskan sikap

tegas dan keras.”®

‘Usamah pernah memberikan pertimbangan kepada Rasulullah terhadap salah
seorang keluarga al-Makhzumiyah, yang terbukti melakukan pencurian, dan berhak
mendapat hukuman potong tangan, Rasulullah berkata kepadanya: “Ya, ‘Usamabh!
Janganlah engkau memberi syafa’at terhadap hukuman (hudud) Allah.” Kemudian

Rasulullah berdiri dan melanjutkan pembicaraannya:

% Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, 415
%y usuf Qardawi, Islam Ekstrem Analisis dan Perpecahan, Terj. Alwi AM. (Bandung : Mizan, 1985), 39.
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“Sesungguhnya tidak lain sebab kebinasaan orang-orang yang sebelumnya, hanyalah
karena apabila yang mencuri orang terpandang (syarif), mereka membiarkannya, tetapi
bila yang mencuri rakyat kecil (al-da’if) hukuman dilaksanakannya. Demi (Tuhan) yang

diriku di tangan-Nya, jikalau Fathimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku akan
memotong tangannya.”

Apa yang digariskan Rasulullah itu berlaku terhadap tindakan kejahatan yang benar-
benar terbukti, dan diyakini sebagai tindakan yang semestinya diancam dengan sesuatu
hukuman sesuai. Selama terdapat ketidakpastian, (syubhat) atau tidak terpenuhi syarat-
syarat yang dipertimbangkan yang dapat mewujudkan kemaslahatan, maka hukuman dapat
ditangguhkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah :
Q\SQ@M\LARW\ e 3 adh o .A\(g:l;a fm\ J sy J ;d@jwb e Bae 02
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“Rasulullah bersabda: Hindarkanlah (pelaksanaan) hukuman terhadap orag-orang Islam
sesuai dengan kemampuan. Jika ada jalan keluar, maka biarkanlah mereka menempuh

jalan itu. Sesungguhnya Imam (penguasa) yang tersalah memaafkah lebih baik daripada
vang tersalah memberikan hukuman.”

Kketentuan yang tercantum dalam ayat 38 Surah al-Maidah di atas, perlu dipahami
dalam konteksnya yang menyeluruh, bukan saja menyangkut kondisi subyek, pelaku
pencurian, tetapi menyangkut obyek, materi curian. Hukuman potong tangan, sebagaimana
yang difahami oleh DR. Abdoerraoef, S.H., adalah merupakan hukuman maksimal yang
ditetapkan oleh al-Qur’an, maka manusia bias mencari alternative untuk mencapai tujuan

syariah.*®

“Umar Ibn al-Khattab tidak melakukan hukuman potong tangan terhadap tindak pidana

pencurian karena dikabarkan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah

9 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, 413, Abu Yusuf, Al-Kharaj As-Salafiyah, 153., Hadis tersebut
diriwayatkan oleh Ahmad Muslim dan al-Nasa’i.

%®Abi 1sa Muhammad bin Isa, AL-Jami’ al-Sahih Sunan al-Turmuzi, Juz. IV, (Mesir: Musthafa al-Babi al-
Halabi, t.th.), 33.

% Abdoerraoef, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970), 143.



kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan.*®Peristiwa ini terjadi pada musim
kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah ditimpa hujan selama
sembilan bulan terus-menrus, bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga tahun ini
dikenal dengan tahun abu (‘Am a/-Ramada). Diperkirakan tahun abu ini terjadi menjelang
akhir tahun kedelapan belas Hijriyah, yang meliputi daerah-daerah Hijaz, Tihama dan
Najd.101 Pada masa itu kata Taha Husain yang dikutip oleh Amiur Nuruddin, ‘Umar
seringkali mengucapkan kata-kata yang menggambarkan keyakinannya yang begitu besar
terhadap keadilan yang penuh dan persamaan yang mutlak antara sesama manusia. Sering
ia berkata: “Kita makan apa yang ada. Kalau tidak ada, persediaan setiap keluarga kita
gabungkan dan makanlah bersama-sama. mereka takkan mati kelaparan hanya karena

102

berbagi perut.” Melihat tersebut,, menurut Ibn Qayyim, ‘Umar tampak melakukan

perubahan dalam fatwa hukum, sebagai diriwayatkan di bawa ini:

VT Acladl ale 8 ol (e adail) Jad) 4ie ) amy el (e o
“Bahwa ‘Umar Ibn al-Khattab telah menggugurkan (hukuman) potong tangan dari
pencuri pada musim kelaparan”.

Ada beberapa cerita yang lain di antaranya; diceritakan pula bahwa ‘Umar juga tidak
melaksanakan potong tangan seorang laki-laki yang mencuri suatu barang dari Baitul
Mal. %4 Begitu pula ‘Umar tidak memotong tangan beberapa orang budak yang terbukti
karena kelaparan, mereka bersama-sama mencuri seekor unta. Dan sebagai hukuman
pengganti ‘Umar membebankan kepada Hatib Ibn Abi Balta’ah, selaku pemilik budak-
budak itu untuk mengganti dua kali lipat dari harga unta tersebut kepada pemiliknya.*®

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, tentu tidak bisa dikatakan bahwa ‘Umar telah
melanggar ketentuan ayat al-Qur’an yang memerintahkan pemotongan tangan pencuri,

sementara al-Qur'an sendiri tidak memberikan perincian penjatuhan hukuman potong

%bn Qaiyyim, I'lam al-Muwagqqi’in , Jilid 111, 22, Fazlur Rahman, Membuka Pintu ljtihad, Terj. (bandung
: Pustaka, 1984), 275, Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, Terj. (Bandung : Pustaka,
1984), 109; Shobhi Mahmasani, Falsafah al-Tasyri’i fi al-1slam, (Mesir : Dar al-Kasysyaf li al-Nasyr, 1946), 167.

191Taha Husain, Al-Syaikhan, Terj. Ali Audah, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1988), 216
1%Taha Husain, Al-Syaikhan, 217

%1bn Qaiyyim, I'lam al-Muwaggi’in , Jilid 111, 22..

%Abu Yusuf, Al-Kharaj As-Salafiyah,171.

% 1bn Qaiyyim, I'lam al-Muwagqqi’in , Jilid 111, 22...



tangan tersebut. Menurut Ahmad Hasan, hal ini,“adalah terserah sunnah dan ra’yu untuk

memutuskan kapan pemotongan tangan dilaksanakan dan kapan tida dilaksanakan.”%

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Rasulullah di samping bertindak tegas
terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman hudud,di fihak lain beliau mengatakan

melaui riwayat yang disampaikan oleh Ibn Abbas:

Y leadlly 2 sasdl |l )l
“Hindarkanlah (pelaksanaan) hudud (hukuman) disebabkan adanya ketidakpastian (al-
Syubuhat).”

Dari ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah itu, akhirnya ‘Umar Ibn al-Khattab

menambahkan:

VAl el ) (e A el 8 3 gaal) Sl Y
“Aku lebih baik menangguhkan (pelaksanaan) hukuman pada (kasus-kasus) yang tidak
pasti daripada melaksanakannya.”

Dari ulasan yang dikemukakan oleh Umar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ia
menggugurkan hukuman potong tangan bagi tindak kejahatan pencurian bertolak dari
adanya pertimbangan syubhat. Adanya syubhat yang menggugurkan sanksi hukum dalam
Islam nampaknya telah berkembang, sekalipun dengan pembatasan yang berbeda-beda,

menjadi pendapat dan pertimbangan yang senantiasa diperhatikan dalam hukum Islam*®

Dengan demikian ‘Umar tidak selamanya melaksanakan hukuman potong tangan.
Ayat 38 surah al-Maidah di atas difahaminya dengan pengecualian (takhsis) seperti yang
dipraktekkan oleh Rasulullah. Penangguhan potong tangan juga dilaksanakan dalam
peperangan. Larangan Rasulullah untuk memotong tangan-tangan pencuri dalam
peperangan diartikan oleh ‘Umar, kata Ibn Qaiyyim, agar pencuri ketika itu, tidak lari dan

hlllo

beergabung kepada musu Pertimbangan-pertimbangan  semacam itu jelas

mempengaruhi pemikiran ‘Umar dalam menerapkan ketentuan ayat tersebut, sehingga

16 Ahmad Hasan,109.
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penafsiarannya tidak kering dan hannya berhenti pada teks-teks perundang-undangan
dalam Islam. Selain dari itu, sebagai dikemukakan oleh Fathi ‘Usman, pertimbangan
‘Umar tidak melakukan pemotongan tangan juga bertolak dari pengecualian yang
ditentukan dalam al-Qur'an terhadap orang yang berada dalam keterpaksaan.'** Dan
kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan (darurat) berkaitan erat dengan
usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam bisa belaku
dalam kehidupan manusia sehari-hari.

2. Analisis Data Tentang Metode yang Digunakan ljtihad Umar bin Khattab Dalam
Pemberhentian Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Kejahatan Pencurian.

Hukum Islam diturunkan oleh Allah di muka bumi dengan tujuan menegakkan
kemaslahatan, kedamaian dan kebahagiaan untuk umat manusia. Hukum Islam tersebut,
ada yang diterangkan secara eksplisit (tertulis jelas) atau disebut juga dengan gat’i al-
subut dan gat’i al-wurud dalam al-Qur’an dan ada pula yang bersifat implisit (dugaan

kuat) yang disebut zanni al-subut atau zanni al-wurud.

Hukum Islam yang dituangkan dalam al-Qur’an secara eksplisit, juga masih terbagi
dalam dua bagian, yaitu: Muhkam (terang) dan mutasyabbih (samar). Hukum Islam yang
terkandung dalam ayat-ayat mutasyabbih (samar) yang ditemui umat Islam pada masa
Nabi Muhammad telah dijelaskan melalui sunnah-sunnahnya dengan sempurna, baik
dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat yang beliau tampilkan. umat Islam
harus tunduk pada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan sunnah tersebut. Namun demikian,
penjelasan dari Rasulullah selalu terikat oleh dimensi kultural, situasi, kondisi, waktu dan
tempat saat itu. Sehingga penjelasan Rasulullah tersebut, menuntut adanya kajian dan
penelitian yang mendalam dikemudian hari, disebut ijtihad. Sedangkan produk-produk

hasil ijtihad itu, yang nantinya disebut dengan istilah figh.

Setelah Rasulullah wafat, semua permasalahan yang muncul bertumpu kepada
generasi setelah Rasulullah, yaitu para shahabat, karena mereka hidup sezaman dengan
Rasulullah dan melanjutkan kepemimpinannya untuk menata kehidupan umat Islam.
Periode shahabat khususnya pada masa shabat Umar bin Khottob ini disebut periode

fatwa dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam. Dalam periode ini, timbul masalah-

MEati ‘Usman, al-Fikr al-Qanun al-Islami, (Kaero : Maktabah Wahbah, t.th), 356



masalah baru yang belum terjadi di masa Rasulullah sebagai akibat meluasnya wilayah
Islam ke luar Jazirah Arab. Sosial budaya dan struktur masyarakat di luar Jazirah Arab

berbeda dengan di Jazirah Arab pada masa Rasulullah masih hidup.

Permasalahan yang diputuskan oleh Rasulullan sendiri, ketika wahyu ditunggu belum
turun, ternyata keputusan tersebut dibenarkan oleh wahyu yang datang kemudian, maka
keputusan itu menjadi penetapan wahyu. Demikian, juga dengan hasil ijtihad para
sahabat pada masa Rasulullah, jika ketetapannya dibenarkan oleh wahyu atau oleh
Rasulullah sendiri, maka akan berubah menjadi ketetapan al-Qur’an atau sunnah.

Metode ijtihad sebagai pranata ijtihad itu sebenarnya sudah ada sejak masa shahabat
khususnya pada masa shabat *Umar bin Khottob, namun belum tertulis secara sistematis.
Tetapi kaidah-kaidahnya telah bersemi di dalam sanubari dan tertanam dalam pikiran
mereka. Kaidah-kaidah itu selalu mereka jadikan pegangan dalam mengistinbatkan
hukum yang berkaitan dengan peristiwa yang muncul pada masa yang mereka hadapi.
Karena belum tertulis, maka ia tidak bisa diajarkan dan dipelajari sebagai objek ilmiah,
tetapi karena sudah dijadikan pegangan dalam setiap kali melakukan istinbat, maka

kadah-kaidah tersebut merupakan “seni (keterampilan) mujtahid para sahabat.”

Sehingga periode sahabat khususnya pada masa shabat Umar bin Khottob bisa
disebut sebagai periode fatwa dan penafsiran-penafsiran sumber hukum Islam,
sebagaimana keterangan shabat ’Umar bin Khottob yang bertugas melanjutkan
kepemimpinan umat dari Rasulullah, terpanggil untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa
baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masi hidup, dengan jalan

menafsirkan al-Qur’an dan sunnah yang dijadikan sebagai sumber pokok hukum Islam.

Langkah-langkah shahabat *Umar bin Khottob, dalam menetapkan hukum pada masa
itu; pertama, merujuk pada nash. Baik al-Qur’an maupun sunnah. Apabila terhadap
kejadian atau peristiwa yang timbul pada saat itu, tidak ditemukan ketentuan hukumnya
secara jelas dalam nash, maka langkah kedua ia melakukan musyawarah untuk
membahasnya. Jika diperoleh kesepakatan pendapat tentang hukum peristiwa itu, maka
terjadilah ijma’ sahabat. Jika kesepakatan tidak mungkin dicapai, maka ia menetapkan



hukum menggunakan istilah metode yang berkembang saat ini, seperti al-giyas, al-istilah,

maupun sadd al-zari ‘ah.**?

Ijtihad shahabat *Umar bin Khottob ruang lingkupnya hanya dibatasi pada peristiwa
yang benar-benar terjadi saat itu, tidak menjangkau pada peristiwa yang belum terjadi.
Banyak para ulama yang berpendapat bahwa ijma’ sahabat hanya dapat berjalan di masa
khalifah Abu Bakar, sedangkan mulai pemerintahan ‘Umar bin Khattab sulit terwujud
disebabkan para shahabat banyak menyebar ke luar Jazirah Arab, seperti Mesir, Irak dan

Persia.'*?
Menurut hemat peneliti ada tiga unsur dalam ijma’, yaitu:

1) Dinamakan ijma’ harus adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan umat
Islam, dari segenap penjuru dunia Islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun
dalam kesempatan tersebut;

2) Terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya Nabi
Muhammad;

3) Dan kesepakatan itu adalah menyangkut berbagai permasalahan yang muncul dalam
masyarakat, seperti masalah bahasa, pemikiran, adat, keagamaan dan sebagainya.

Dengan menyebarnya para sahabat ke berbagai penjuru tidak menutup kemungkinan
adanya ijmak kembali seperti masa Abu Bakar ketika mereka masih kumpul dalam satu
wilayah, sehingga para sahabat mulai masa ‘Umar berupaya mengomentari nas-nas untuk
merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menjadi nara sumber bagi umat Islam.

Kemampuan sahabat khususnya shabat ‘Umar bin Khattab dalam berijtihad cukup

memadai, dimungkinkan karena mereka cukup lama bergaul dengan Rasulullah,

menghafalkan al-Qur’an dan sunnah darinya, juga mereka menyaksikan dan mengetahui

asbabun nuzul ayat al-Qur’an dan sebab terjadinya sunnah Rasulullah dan di samping
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itu, para sahabat banyak yang menduduki sebagai anggota dewan pertimbangan

Rasulullah.***

Menurut hemat peneliti, shahabat *Umar bin Khottob dalam menggali hukum Islam
dari sumber aslinya, menggunakan pendekatan pola Istilahi (al-Maslahat), dalam pola
ini, biasanya mengumpulkan ayat-ayat umum untuk menciptakan prinsip (umum) yang

digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu.

Al-Qur’an dan hadis merupakan dua dalil nagli yang menjadi referensi utama
shahabat *Umar bin Khottob dalam ijtihad. Untuk memahami dalil naqli tersebut,
shahabat *Umar bin Khottob tidak pernah meninggalkan kerja akal dalam menggali dua
rujukan tersebut, sehingga dapat melahirkan hukum-hukum Islam. Tanpa kerja akal,
kedua referensi tadi tidak akan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan manusia sehari-
hari. Tetapi, sebaliknya, kerja akalpun tidak dianggap sahih menurut syara’, jika tidak
berlandaskan dalil-dalil nagli. Dengan kata lain, akal membutuhkan bimbingan dan
petunjuk syara’ (al-Qur’an dan hadis) agar tidak menyimpang dari kebenaran mutlak,
sedangkan syara’ menghajatkan bantuan akal agar ia dapat teraktualisasi dalam
kehidupan manusia. Hubungan akal dengan syara’ laksana pondasi dengan bangunannya.
Pondasi tidak akan berguna tanpa bangunan di atasnya, sedangkan bangunan tidak akan
berdiri kokoh tanpa pondasi dibawahnya.'™® Itulah sebabnya dalam ajaran Islam, akal
mendapat kedudukan yang terhormat.**®Penempatan akal yang mulia dalam ajaran Islam
di atas, karena hukum Islam kata zahrah di dalamnya senantiasa didapati kemaslahatan
bagi umat manusia.™’ Seperti halnya lebih jauh Jauziyah menandaskan bahwa maksud
utama syari’at Islam ialah untuk mewujudkan kebaikan manusia di dunia dan akhirat,
keadilan, rahmat, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain ialah memelihara

kemaslahatan umat manusia secara utuh.!*®

Dalam bentuk pertimbangan kemaslahatan, penerapan aspek usul figh terhadap

masalah yang tidak ditanamkan nas, pada masa shahabat Umar bin Khottob terjadi
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pertama kali dalam bidang al-figh al-siyasi (figih politik). masalah yang cukup pelik
dihadapi umat Islam ketika itu adalah siapa yang mengganti Nabi Muhammad sebagai
pemimpin dan kepala negara di Madinah. Peliknya masalah ini setidak-tidaknya
dilatarbelakangi oleh dua sebab. Pertama, tidak ditemukan pesan atau wasiat dari Nabi
tentang suksesi kepemimpinannya di Madinah. Kedua, tidak ditemukan ketentuan yang
lepas menyebut kepemimpinan harus dari suku Quraisy.**® Maka dalam memecahkan
kerumitan permasahan yang hampir menghancurkan persatuan umat Islam, ‘Umar bin
Khattab menunjuk Abu Bakar dan berkata di hadapan umat Islam ketika itu:

“Rasulullah telah meridainya (Abu Bakar) sebagai penggantinya dalam masalah agama.

Apakah kita tidak merestuinya sebagai pengganti Rasulullah dalam masalah
keduniaan.™**°

‘Umar bin Khattab nampaknya mengartikan ucapannya di atas, dengan tindakan
Rasulullah yang pernah mengangkat Abu Bakar menjadi penggantinya sebagaimana
dalam salat; ketika Rasulullah dalam keadaan sakit. Bertolak dari tindakan Nabi ini,
“‘Umar melakukan giyas untuk kepemimpinan kenegaraan. Penggiasan itu dapat disebut

sebagai penerapan aspek usul figh, untuk mencapai kemaslahatan umat.

Shahabat *Umar bin Khottob dalam mengambil keputusan baik yang berkaitan
dengan politik maupun hukum Islam selalu memperhatikan kemaslahatan. Ijtihad yang
dilakukan oleh ‘Umar bin Khattab juga banyak yang mengandung kemaslahatan,
misalanya, tidak memberi bagian pada tentara tentang harta rampasan perang.
Pertimbangan kemaslahatannya; pertama generasi di bawah ‘Umar dengan harapan tidak
melarat. Kedua, tentara tidak meninggalkan keprajuritan, karena mengurusi tanah. Maka

kebijakan yang dilakukannya dengan cara memberi gaji tentara setiap bulan.

Berkaitan dengan pemberhentian potong tangan bagi pencuri, pertimbangan
kemaslahatannya karena mencuri bukan keahlian, hanya untuk memenuhi kebutuhan

makan, sebab saat itu musim paceklik. Hal ini pertimbangan pada aspek dararah.
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Dalam pembahasan maqasid al-syari’ah yang secara substansial mengandung
kemaslahatan, menurut al-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama,

magasid al-syari’ (tujuan Tuha). Magasid mukallaf (tujuan mukallaf).*#*

Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, maqgasid al-syari’ah mengandung empat aspek,
yaitu: 1) tujuan awal dari syar’i menetapkan syari’at, yaitu kemaslahatan manusia di
dunia dan di kahirat; 2) penetapan syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami; 3)
penetapan syari’at sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan; 4) penetapan syari, at

guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.'?

Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu Syari’at bagi manusia tidak lain
adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia
memahami dan melaksanakan syari’at sesuai dengan kemampuannya. Dengan
memahami dan melaksanakan syari’at, manusia akan terlindungi di dalam hidupnya dari

segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.

Adapun tujuan syari at ditinjau dari sudut tujuan mukallaf ialah agar setiap mukallaf
mematuhi keempat tujuan syari’at yang digariskan oleh syara’ di atas, sehingga tercapai
tujuan mulia syari’at, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Hal ini selalu
diperhatikan oleh shahabat Umar bin Khottob dalam menggali hukum dari sumbernya.
Perbedaan-perbedaan corak pandang yang terjadi di kalangan sahabat khususnya pada
masa shahabat *Umar bin Khottob, memberi dampak yang positif tidak hanya terhadap
upaya pemecahan permasalahan hukum yang muncul waktu itu, akan tetapi juga terhadap
pengembangan pemikiran hukum pada rentang waktu berikut yang membutuhkan lebih

banyak alternatif jawaban terhadap permasalahan-permasalahan hukum.

Ijtihad shahabat *Umar bin Khottob tidak selalu berpegang pada ujar teks nash. Tapi
kadang-kadang memakai ruh (jiwa) nash, misalnya ijtihad yang dilakukan oleh ‘Umar,
memakai teks nash al-Qur’an. Tetapi yang diterapkan dari sisi ruhnya atau konteks ayat
tersebut, yaitu masalah meniadakan potong tangan bagi pencuri, sekalipun teks ayatnya

jelas. Karena pertimbangan kemaslahatan bagi Islam secara umum.
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Ijtihad shahabat *Umar bin Khottob meniadakan potong tangan bagi pencuri,
batasannya sangat tipis, antara keputusan khalifah (penguasa) dengan  mujtahid.
Sehingga hasil iltihad yang ditetapkan oleh shahabat Umar bin Khottob menjadi
kebijakan pada masa pemerintahannya. Hasil ijtihad yang dilakukan oleh shahabat Umar
bin Khottob secara individu, semuanya menjadi kebijakan khalifah yang harus
dilaksanakan saat itu. Misalnya, ijtihad meniadakan potong tangan bagi pencuri, harus
dilaksanakan pada saat diputuskan, dan saat itu pula posisinya sedang menjabat sebagai
khalifah.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari kajian secara komprehensif tentang ijtihad Shahabat ‘Umar bin Khottob yang
memegang kekuasaan (khalifah) pada tahun 13 — 23 H, tentang menggugurkan hukuman
potong tangan bagi pelaku kejahatan pencurian, dapat diperoleh beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Shahabat ‘Umar bin Khottob dalam menggugurkan hukuman potong tangan bagi pelaku
kejahatan pencurian bertolak dari adanya pertimbangan syubhat. Adanya syubhat yang
menggugurkan sanksi hukum dalam Islam nampaknya telah berkembang, sekalipun
dengan pembatasan yang berbeda-beda, menjadi pendapat dan pertimbangan yang
senantiasa diperhatikan dalam figh Islam. Dengan demikian ‘Umar tidak selamanya
melaksanakan hukuman potong tangan. Ayat 38 surah al-Maidah difahaminya dengan
pengecualian (takhsis) seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Penangguhan potong

tangan juga dilaksanakan dalam peperangan. Larangan Rasulullah untuk memotong



tangan-tangan pencuri dalam peperangan diartikan oleh ‘Umar, agar pencuri Kketika itu,
tidak lari dan beergabung kepada musuh. Pertimbangan-pertimbangan semacam itu jelas
mempengaruhi pemikiran ‘Umar dalam menerapkan ketentuan ayat tersebut, sehingga
penafsiarannya tidak kering dan hannya berhenti pada teks-teks perundang-undangan
dalam Islam. Selain dari itu, ‘Umar tidak melakukan pemotongan tangan juga bertolak dari
pengecualian yang ditentukan dalam al-Qur'an terhadap orang yang berada dalam
keterpaksaan. Dan kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan (darurat)
berkaitan erat dengan usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi
hukum Islam bisa belaku dalam kehidupan manusia sehari-hari.

2. Metode ijtihad Shahabat ‘Umar bin Khottob dalam menggugurkan hukuman potong tangan
bagi pelaku kejahatan pencurian adalah menggunakan pendekatan pola Istilahi (al-
Maslahat), dalam pola ini, menggunakan ayat umum, yaitu surah al-Maidah ayat 38
berkaitan dengan sanksi potong tangan bagi tindak kejahatan pencurian, untuk
menciptakan prinsip (umum) yang digunakan dalam melindungi atau mendatangkan
kemaslahatan tertentu. Ijtihad shahabat ’Umar bin Khottob dalam kasus ini tidak
berpegang pada ujar teks nash. Tapi memakai ruh (jiwa) nash, atau konteks ayat, sekalipun
teks ayatnya jelas. Karena pertimbangan kemaslahatan bagi Islam secara umum. Dengan
demikian hasil Ijtihad shahabat *Umar bin Khottob meniadakan potong tangan bagi
pencuri, batasannya sangat tipis, antara keputusan khalifah (penguasa) dengan mujtahid.
Karena, hasil iltihad yang ditetapkan menjadi kebijakan pada masa pemerintahannya,
menjadi kebijakan khalifah yang harus dilaksanakan saat itu, posisinya sedang menjabat

sebagai khalifah.
B. Saran-saran

1. Hukum Islam bertujuan merealisasikan dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan
manusia dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia
dan sekaligus memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Maka pembahasan terhadap
pemikiran hukum Islam agar selalu diupayakan untuk mewujudkan suatu sistem hukum
Islam yang membumi dan humanis, hal ini diperlukan pemahaman terhadap hukum-
hukum Islam yang menyangkut setiap aspek kehidupan, sesuai dengan petunjuk
Rasulullah dan kehendak Allah.



2. Dalam mengkaji hukum Islam, seyogyanya tidak meninggalkan kajian histories
munculnya hukum Islam, agar tidak tumbuh fanatik buta dan disyarankan kepada orang-
orang Islam yang punya kemampuan berijtihad, agar selalu meluangkan waktunya untuk
memecahkan masalah baru yang tidak ada dalam salah satu karangan ulama figh, karena
Islam memberikan kebebasan berfikir terhadap pemeluknya supaya dapat menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada secara baik dan benar sesuai dengan petunjuk al-Qur’an
dan sunnah Rasulullah. Maka dalam mengkaji hukum Islam hendaknya selalu bersikap
kritis, supaya hukum Islam berkembang secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi.
Karena hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab figh adalah hasil pemikiran atau hasil
ijtihad para mujtahid yang tidak bersifat baku atau paten, bias berubah sesuai situasi dan

kondisi yang ada.
C. Penutup

Hukum Islam,dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah
Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad. la diyakini sebagai hukum yang mencakup
seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Ruang gerak antara wahyu sebagai
sumber hukum yang memuat petunjuk-petunjuk global dan kedudukan ijtihad sebagai fungsi
pengembangannya, memungkinkan hukum Islam memiliki sifat elastis dan akomodatif
sehingga keyakinan tersebut, tidaklah berlebihan. Karaketeristik hukum Islam yang
bersendikan wahyu dan bersandarkan akal, merupakan cirri khas yang membedakan hukum

Islam dari sistem hukum lainnya.

Hukum Islam, sebagai sebuah fenomena sejarah, mengalami masa pertumbuhan dan
perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam itu bias dilihat dari hasil
ijtihad Shahabat ‘Umar bin Khottob, hal ini terbukti dengan adanya perbedaan penetapan

hukumt dalam memecahkan masalah yang muncul setelah Rasulullah wafat.

Shahabat ‘Umar bin Khottob di dalam memecahkan masalah yang muncul saat itu, di
samping menggunakan sumber-sumber zahir nas juga menggunakan ruh atau jiwa nas, demi
tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia. Karena prinsip hukum Islam adalah untuk
memelihara kemaslahatan umat manusia. Ijtihad Shahabat ‘Umar bin Khottob yang
menggunakan sumber ruh atau jiwa nas itu, nantinya menjadi usul figih pada generasi

setelahnya.



Sedangkan hasil ijtihad dari masa Shahabat ‘Umar bin Khottob menjadi embrio
munculnya figh di masa yang akan datang. Namun, figh dipahami oleh kalangan umat Islam,
setelah masa Shahabat ‘Umar bin Khottob khususnya dan pada masa Khulafa’ al-Rasyidin
pada umumnya sebagai anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, sehingga yang
berkembang adalah taglid. Padahal perbedaan-perbedaan corak pandang yang terjadi di
kalangan sahabat khususnya pada masa Khulafa’ al-Rasyidin, bisa memberi dampak yang
positif tidak hanya terhadap upaya pemecahan permasalahan hukum yang muncul waktu itu,
akan tetapi juga terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam pada rentang waktu
berikutnya yang membutuhkan lebih banyak alternatif jawaban permasalahan-permasalahan

hukum.

Demikianlah gambaran yang hidup dan langsung tentang hasil ijtihad meniadakan
hukuman potong tangan bagi pelaku kejahatan pencurian dari Shahabat ‘Umar bin Khottob,
yang mana upaya ijtihad ini dapat ditarik inspirasinya untuk melihat dan memecahkan
berbagai masalah yang dihadapi sekarang, sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu, sama

dengan tantangan yang dihadapi dan diselesaikan oleh Shahabat ‘Umar bin Khottob saat itu.

Kendala dalam penelitian ini, yang dilalui oleh peneliti adalah, tidak ada sebuah
karangan atau tulisan yang ditulis langsung oleh Shahabat ‘Umar bin Khottob, yang ada
hanya beberapa literatur yang di tulis oleh generasi berikutnya dan berapa riwayat yang
membahas tentang Shahabat ‘Umar bin Khottob baik berkaitan dengan sejarah hidupnya,
maupun berkaitan dengan berbagai keputusan yang mereka lakukan saat itu. Sehingga
penelitian ini hanya memberikan diskripsi historias yang berkaitan dengan ijtihad Shahabat
“Umar bin Khottob. Disamping itu penelitian ini belum mengungkapkan pengaruh pemikiran
Shahabat ‘Umar bin Khottob pada generasi berikutnya, dengan demikian, bisa dilakukan

penelitian lanjut untuk mengetahui akar genitika figh yang berkembang saat ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan syukur kepada Allah
SWT., karena dengan kekuatan dari-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini,
dengan penuh harapan semoga hasil penelitian ini diridai oleh Allah dan menjadi amal saleh
bagi peneliti dan bagi pembaca dan bermanfaat bagi umat Islam, lebih-lebih terhadap

perkembangan hukum Islam. Amin.
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